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ABSTRAK

Cahya Zannuba Arifah Khofsoh, "Analisis Yuridis Kepastian Hukum
terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Anak Berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Baru (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Shs)" @g{'am studi
[lmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas [slam Blitar. Pembimbing: Weppy Susetiyo,
SH., M.H. dan Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Sistem hukum Indonesia mengenal keberagaman batas usia dewasa
antarbidang hukum, seperti 21 tahun dalam KUHPerdata, 18 tahun dalam UU
SPPA dan KUHP Baru, serta 17 tahun dalam UU Administrasi Kependudukan,
yang berpotensi menimbulkan disharmoni norma_dan bersinggungan dengan
kepastian hukum, sebagaimana tergambar pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Sbs yang menempatkan seorang anak berusia 17 tahun sebagai
terdakwa pembunuhan anak sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis
pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan tersebut ditinjau dari asas
kepastian hukum berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2012, serta mengkaji
perbandingan pengaturan @s usia pertanggungjawaban pidana anak antara
KUHP Lama dan KUHP Baru, dengan metode yuridis normatif melalui
pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual. Temuan studi
memperlihatkan pertimbangan hakim telah memenuhi kepastian hukum secara
internal, namun prediktabilitasnya sebagai preseden masih terpenuhi sebagian
karena indikator konkret unsur perencanaan (voorbedachte raad) belum
diuraikan secara eksplisit. Perbandingan pengaturan menunjukkan bahwa
peralihan dari KUHP Lama ke KUHP Baru bersifat teknis-legislatif dan justru

memperkuat kepastian hukum dalam pertimbangan hakim.

Kata kunci: kepastian hukum; pemidanaan anak; unsur perencanaan; batas usia

anak; KUHP Lama dan KUHP Baru
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ABSTRACT

Cahya Zannuba Arifah Khofsoh, “4 Legal Analysis of Legal Certainty
Regarding Judicial Discretion in Imposing Criminal Sentences on Minors Under the
Old and New Criminal Codes (A Study of Judgment No. 17/Pid.Sus-Anak/2025/Pn
Sbs)” Law Program, Faculty of Law, Blitar Islamic University. Advisors: Weppy
Susetiyo, S.H., M.H., and Dr. Kasiani, S.H., M.H.

The Indonesian legal system recognizes inconsistent ages of legal majority
across different fields of law, such as 21 years under the Civil Code, 18 years
under the Juvenile Justice Law and the New Penal Code, and 17 years under the
Population Administration Law, which may give rise to normative disharmony
and intersect with the principle of legal certainty, as illustrated z Decision
Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, involving a_I7-vear-old child charged
with killing her own newborn. This investigation zms to analyze the judges'
lecal reasoning in that decision from the perspective of legal certainty under
éagw Number 11 of 2012, and to examine the comparative regulation of ithe
minimum age of criminal responsibility between the Old and New Penal Codes,
mg a normative juridical method with statutory, case, also conceptual
approaches. The findings show that the judges' reasoning has satisfied internal
legal certainty, although its predictability as a precedent remains only partially
Sulfilled, as the concrete indicators of premeditation (voorbedachte raad) were
not explicitly elaborated. The comparative analysis shows that the transition
from the Old to the New Penal Code is merely technical-legislative in nature and

has in fact reinforced legal certainty in the judges' reasoning.

Keywords: legal certainty; juvenile sentencing; premeditation; age of criminal

responsibility; Old and New Penal Code
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MOTTO

“Aku membahayakan nvawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku
tidak ada artinya, dan aku membuat avahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi
aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

“what is meant for you will reach you, even if it is beneath two mountains”’
@l bin Abi Thalib)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain) dan

hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap”
(Q.S@—Insyirah: 6-8)

“Semua jatuh bangunmu, hal vang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang
menjawabnya, berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan

perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra — Hindia)

- If life is bad, pray. If life is good, pray. -

X
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ﬁBI

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya wajib
dilindungi, dijamin hak-haknya, serta dijauhkan dari semua wujud
diskriminasi serta kekerasan. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara
tegas menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai hak konstitusional,
sebagaimana termuat %am Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
menjabarkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.! Komitmen negara pada perlindungan anak semakin dipertegas
melalui ratifikasi Konvensi Eak—l—lak Anak atau “Convention on the Rights of
the Child” melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang menempatkan pat
prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak
atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang, juga penghargaan pada opini
anak, sebagai landasan setiap kebijakan yang menyangkut anak.’

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam
beragam aturan UU nasional, yakni UU %mor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.’

Melalui UU tersebut, negara berupaya memastikan bahwa setiap anak, tanpa

@na‘ang— Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
qurumn Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).



memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi keluarganya,
memperoleh perlindungan yang layak, termasuk dalam situasi anak berada
dalam kondisi rentan atau berhadapan dengan proses hukum.

Namun demikian, dalam kenyataannya, anak tidak selalu berada dalam
posisi sebagai pihak yang dilindungi semata. Terdapat kondisi di mana anak
justru berhadapan dengan hukum selaku pelaku tindak pidana, yang dalam
terminologi hukum dikenal dengan istilah Anak yang Berhadapan dengan
Hukum (selanjutnya disebut ABH). Data yang dihimpun oleh Edan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
mencatat adanya 2.302 kasus anak sebagai pelaku kejahatan sepanjang tahun
2020 hingga 2022, dengan kasus pencurian sebagai s tindak pidana yang
paling banyak dilaksanakan oleh anak.® Data lain yang dihimpun Komisi
Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat berbagai jenis tindak pidana yang
mengikutsertakan anak selaku pelaku, misalnya kekerasan fisik, kekerasan
seksual, pencurian, sampai tindak pidana pembunuhan. Fenomena ini
menunjukkan bahwa persoalan anak selaku pelaku tindak pidana bukanlah
persoalan yang dapat dipandang sebelah mata, melainkan memerlukan
penanganan Elkum yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan terbaik

anak.

* Nanda Narendra Putra, ‘BPHN “Mengasuh™ Ei Jenis Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak

I Menjadi Fokus BPHN Untuk Dicegah’, 2023
aps:ffbphn. go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-acuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-
kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah> [accessed 23 July
2026].



Kompleksitas persoalan ABH melahirkan kebutuhan akan sistem
peradilan yang berbeda dari sistem peradilan pidana untuk individu dewasa,
mengingat anak secara psikologis, emosional, dan intelektual belum memiliki
kematangan yang sama dengan individu dewasa dalam memahami dan
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas dasar pertimbangan tersebut,
Pemerintah Indonesia membentuk UU momor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) °, yang menggantikan
UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak
lagi selaras perkembangan keperluan perlindungan hukum bagi anak.

UU SPPA menempatkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice)
serta Qentingan terbaik untuk anak sebagai landasan utama penyelenggaraan
em peradilan pidana anak, dengan menitikberatkan pendekatan diversi
sebagai upaya pengalihan penuntasan perkara anak dari proses peradilan
pidana formal ke proses di luar peradilan, sepanjang syarat-syarat tertentu
terpenuhi.® Pendekatan ini secara filosofis berangkat dari pemahaman bahwa
proses peradilan pidana formal, khususnya yang berujung pada pemidanaan
dan perampasan kemerdekaan, berpotensi menimbulkan dampak traumatis
dan stigmatisasi yang justru menghambat proses tumbuh kembang dan
reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, pemidanaan pada anak semestinya

ditempatkan selaku usaha terakhir atau “wltimum remedium” yang hanya

@ndang- Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,
280

S Nindy Dwiyana Putri and Mitro Subroto, ‘Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice
Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak : Pendekatan Alternatif Dalam Pemulihan Anak
Pelaku Tindak Pidana’, Jurnal limiah Mugoddimah, 7.3 (2023), pp. 898-905.



ditempuh setelah upaya-upaya lain, termasuk diversi, tidak dapat dilaksanakan
atau tidak berhasil mencapai kesepakatan.’

Satu di antara bentuk tindak pidana yang mengikutsertakan anak
selaku pelaku, sekaligus menempatkan anak dalam posisi yang kompleks
antar korban serta pelaku keadaan sosial, adalah tindak pidana pembunuhan
terhadap bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Fenomena ini menjadi
menarik untuk dikaji secara yuridis oleh karena pelaku tindak pidana bukanlah
orang yang secara umum dianggap memiliki niat jahat sebagaimana pelaku
pembunuhan pada umumnya, melainkan seorang ibu yang berada dalam
kondisi psikologis tertekan akibat rasa takut, malu, dan stigma sosial yang
melekat pada peristiwa kelahiran anak tersebut.® Kompleksitas ini pula yang
menjadi dasar untuk perumus UU guna menciptakan ketentuan pidana yang
berbeda dari delik pembunuhan pada umumnya.

%ab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur delik ini
dengan khusus pada Pasal 341, menjabarkan “seorang ibu yang karena takut
akan ketahuan telah melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak
lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Apabila tindakan tersebut
dilaksanakan dengan rencana lebih dulu, ketentuan pemberatannya diatur

glam Pasal 342 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan

" Kartono and Suhendar, ‘Penerapan Diversi Sebagai Safeguard Hukum Untuk Anak Dalam Sistem
Peradilan Restoratif”, Journal Justiciabellen, 03.02 (2023), pp. 91-102.

¥ Bernadheta Aurelia (Ravira, ‘Jerat Pidana Ibu Bunuh Anak Yang Baru Dilahirkannya Karena Malu’,
Hukwm Online, 2023 %szﬁww.hukumon]ine.mmﬂ{]inikfafja"at-pidana-ibu-bunuh-anak-yang-baru-
dilahirkannya-karena-malu-cl1733/> [accessed 29 July 2026].



tahun, sedangkan pihak lain yang ikut melaksanakan perbuatan tersebut
dipidana sebagai pelaku pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana
sebagaimana diregulasi pada Pasal 343 KUHP. Ketentuan-ketentuan ini
dengan filosofis berbeda dari delik pembunuhan pada umumnya sebagaimana
diregulasi pada Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, oleh karena UU secara
eksplisit mempertimbangkan kondisi psikologis khusus yang dialami seorang
ibu pascapersalinan, sehingga ancaman pidananya dirumuskan jauh lebih
ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa maupun pembunuhan
berencana.’

Pembedaan perlakuan hukum tersebut menunjukkan bahwa pembentuk
ndang-undang tidak semata-mata memandang perbuatan merampas nyawa
manusia sebagai perbuatan yang harus dipidana secara seragam, melainkan
turut mempertimbangkan unsur subjektif berupa keadaan batin pelaku pada
saat perbuatan dilakukan sebagai dasar pertimbangan peringanan pidana
(strafverzachtende omstandigheid). Hal ini menjadikan tindak pidana
pembunuhan anak sendiri sebagai delik khusus (lex specialis) yang
menyimpang dari ketentuan umum pembunuhan, baik dari segi subjek hukum

yang secara tegas dibatasi hanya pada seorang ibu kandung, unsur waktu

perbuatan yang dibatasi pada saat ataupun tidak lama seusai persalinan,

? Firdaus Firda and Suartini, ‘Legal Analysis of The Criminal Act of Murder Against a Child by The
Biological Parents Which Was Planned from a Criminological Perspective ( Study of Decision Number
4/Pid . B /2024 /Pn MSH Y, Jurnal of Humanities and Social Sciences Innovation, 4.6 (2024), pp.
1052-59.



maupun unsur motif berupa ketakutan akan diketahuinya Eahiran anak
tersebut oleh orang lain.

Seiring dengan diundangkannya UU gomor I Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada
tanggal 2 Januari 2026, ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan anak
sendiri mengalami rekodifikasi dan penyederhanaan struktur norma.
Ketentuan yang semula tersebar dalam tiga pasal terpisah, yaitu Pasal 341,
Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP Lama, kini disatukan ke dalam satu pasal
dengan tiga ayat, yaitu Pasal 460 UU Nomor pTa,hun 2023. Pasal 460 ayat (1)
mengatur bentuk pokok tindak pidana bunuhan anak sendiri dengan
ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, ayat (2) mengatur bentuk
pemberatan apabila perbuatan dilaksanakan %ngan rencana lebih dulu dengan
ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan ayat (3) mengatur
ketentuan penyertaan bagi pihak lain yang ikut melaksanakan tindak pidana
tersebut. '’
Meskipun terjadi perubahan pada tataran teknis perumusan norma
(legislative drafiing), substansi ancaman pidana pada delik ini tidak
mengalami perubahan yang signifikan antara KUHP Lama dan KUHP Baru.
Hal ini menimbulkan pertanyaan akademis mengenai relevansi rasio legis

pemberian keringanan pidana tersebut apabila dikaitkan dengan konteks sosial

masyarakat Indonesia kontemporer, yang secara signifikan berbeda dengan

o !Ldang— Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (2023), Pasal 460 ayat (1) (2) (3).



konteks sosial pada masa berlakunya Wetboek van Strafrecht sebagai produk
hukum kolonial, khususnya dalam kaitannya dengan posisi anak yang lahir
dari peristiwa tersebut sebagai subjek yang turut terdampak oleh keadaan
sosial di luar kendalinya.

Fenomena tersebut tergambar nyata pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Sbs yang diputus oleh Pengadilan Neger: Sambas. Dalam
perkara ini, Anak IN, seorang pelajar perempuan berusia 17 (tujuh belas)
tahun, didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang
baru dilahirkannya sendiri. Berlandaskan fakta hukum yang terbuka pada
persidangan, Anak IN mengalami kehamilan akibat hubungan badan di luar
pernikahan dan turut menjadi korban eksploitasi seksual oleh orang dewasa.
Karena rasa takut dan panik atas kehamilan yang tidak diketahui keluarganya,
Anak IN melahirkan secara diam-diam di kamar mandi rumah orang tuanya,
dan tidak lama setelah proses persalinan, menghilangkan nyawa bayinya
karena kepanikan yang dialaminya.'!

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yakni @sal 341
KUHP atau Pasal 342 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun @Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Setelah memeriksa
fakta-fakta hukum di persidangan, termasuk keterangan saksi, hasil visum et
repertum, dan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap Anak IN, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan

alternatif pertama, yakni Pasal 341 KUHP, dengan pertimbangan bahwa

n Eengadi]an Negeri Sambas, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025.



perbuatan Anak IN dilandasi oleh rasa takut dan kepanikan pascamelahirkan,
bukan didasari niat yang direncanakan sebagaimana disyaratkan Pasal 342
KUHP."

Majelis Hakim pada akhirnya menetapkan pidana penjara 2 (dua)
tahun di LPKA, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Dalam
pertimbangannya, Majelis Hakim memperhatikan gaporan Penelitian
Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun Pembimbing Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan Sambas, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta
prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Kompleksitas perkara ini terletak
pada kedudukan ganda Anak IN, yang secara faktual merupakan pelaku tindak
pidana, namun sekaligus korban dari keadaan sosial dan eksploitasi seksual
yang dialaminya, sehingga menuntut Majelis Hakim untuk tidak semata-mata
menerapkan  ketentuan pidana secara tekstual, melainkan juga
mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan psikologis anak.'?

Namun demikian, implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk
anak tersebut harus tetap berpijak pada kepastian hukum, sebagai %h satu
dari tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, di samping keadilan
(Gerechtigkeit) dan kemanfaatan (Zweckmdfigkeit). Kepastian hukum
menghendaki agar setiap norma hukum diterapkan secara konsisten, dapat
diprediksi, dan tidak menimbulkan multitafsir Dalam konteks peradilan

pidana anak, kepastian hukum menjadi sangat penting mengingat status

"2 Pengadilan Negeri Sambas, atusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025., hlm. 2-26.
I3 Pengadilan Negeri Sambas, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025., him 31-33



seseorang sebagai anak menentukan keseluruhan rezim hukum acara, jenis
sanksi, hingga lembaga pelaksana pidana yang berlaku terhadapnya, sehingga
kekeliruan atau ketidakkonsistenan dalam menentukan status tersebut dapat
berakibat fatal terhadap hak-hak anak.

Kepastian hukum juga tidak dapat dilepaskan dari kejelasan dan
konsistensi norma hukum itu sendiri. Ketidakjelasan atau tumpang tindih
pengaturan pada tataran normatif akan berpotensi menimbulkan
ketidakpastian pada tataran penerapan, termasuk dalam hal penentuan batas
usia anak yang berhak atas perlindungan khusus dalam sistem peradilan
pidana. Oleh karena itu, kajian mengenai kepastian hukum tidak dapat
berhenti pada analisis terhadap pertimbangan hakim semata, melainkan harus
ditelusuri hingga ke akar pengaturan normatifnya, termasuk bagaimana batas
usia anak diatur dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.'

Penentuan status seseorang sebagai anak dalam konteks hukum pidana
menjadi persoalan yang krusial, karena status tersebut menentukan rezim
hukum acara, jenis sanksi, serta lembaga pelaksana pidana yang berlaku
terhadap pelaku. Pasal 1 angka 3 Jo. Pasal 2 UU SPPA menjabarkan “anak
yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas)
tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun”."> Penetapan batas usia

tersebut bukanlah hal yang statis sepanjang sejarah hukum pidana Indonesia,

"f Zulfahmi Nur, ‘Keadilan Dan Kepastiel Hukum', 6.2 (2023).
'* Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nemer 11 Tahun 2012,
Pasal | angka 3 Jo. Pasal 2.



melainkan mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan
pemikiran hukum mengenai perlindungan anak.

Pada era %ab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber
Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda (selanjutnya disebut KUHP
Lama), pengaturan mengenai anak yang belum dewasa sesungguhnya pernah
termuat dalam %sal 45, Pasal 46, serta Pasal 47 KUHP, yang menetapkan
bahwa terhadap anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun, ﬁ(im dapat
memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya,
ﬁrahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa pidana, atau dijatuhi pidana
dengan pengurangan ﬁrtiga dari ancaman maksimum tindak pidana yang
bersangkutan.'® Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum
pidana pada masa itu telah mengenal adanya perlakuan khusus terhadap anak,
meskipun pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada paradigma
hukum pidana konvensional. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dan
digantikan oleh % Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang
mengubah rentang usia anak yang bisa diajukan ke persidangan anak menjadi
8 (delapan) hingga belum genap 18 (delapan belas) tahun, sebelum akhirnya
disempurnakan kembali melalui UU SPPA pada tahun 2012 dengan batas usia
12 hingga 18 tahun sebagaimana berlaku hingga saat ini, dengan

18
pertimbangan gkologis, sosiologis, dan pedagogis bahwa anak di bawah usia

16 ‘ga] 45 KU (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)’, Cek Hukum, 2021
<https://cekhukum.com/pasal-45-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp/> [accessed 26 July
2026].
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12 tahun belum memiliki kematangan yang cukup untuk dimintai
pertanggungjawaban pidana.

Konsekuensi dari pencabutan Pasal 45 hingga Pasal 47 KUHP tersebut
adalah bahwa KUHP Lama yang selama ini berlaku sesungguhnya tidak lagi
memiliki ketentuan internal yang secara eksplisit mengatur batas usia anak
maupun definisi anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Pengaturan
mengenai hal tersebut sepenuhnya digantungkan pada undang-undang khusus
di lvar KUHP, yakni UU SPPA, sehingga KUHP Lama pada praktiknya
berfungsi sebagai sumber norma materiill (rumusan delik dan ancaman
pidana), sementara UU SPPA berfungsi sebagai lex specialis yang mengatur
subjek hukum anak secara menyeluruh, termasuk batas usianya.

Kekosongan norma dalam kitab induk hukum pidana nasional
mengenai batas usia anak ini mewujud satu di antara titik perhatian pada
pembaruan hukum pidana nasional, yang kemudian direspons melalui
pengesahan UU @omor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru).!” Rancangan UU KUHP yang sudah
melalui pembahasan panjang sejak beberapa dekade sebelumnya akhirnya
disahkan dalam at paripurna DPR di 6 Desember 2022, serta ulai berlaku
efektif pada tanggal 2 Januari 2026, bersamaan mulai berlakunya KUHAP

yang baru berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2025.

17 !Ldang— Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
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KUHP Baru pertama kalinya mengkodifikasikan ketetapan tentang
batas usia anak secara langsung pada kitab induk hukum pidana nasional.
Pasal 150 KUHP Baru menjabarkan “anak adalah seseorang yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun”, sementara Pasal 40 KUHP Bam
menjabarkan “‘pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap
anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua
belas) tahun”.'® Kodifikasi ini secara substansial menegaskan kembali
ketentuan yang sebelumnya hanya diatur dalam UU SPPA, sekaligus
memberikan pijakan normatif yang lebih kuat dan tunggal di dalam kitab
hukum pidana nasional.

Pembaruan ini penting dikaji, sebab perubahan dari kekosongan norma
menjadi kodifikasi eksplisit berpotensi memengaruhi cara pandang dan
penalaran hukum aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam menentukan
status seorang pelaku sebagai anak, meskipun secara substansi angka batas
usianya tidak berubah dari yang telah diatur UU SPPA. Kodifikasi yang lebih
eksplisit tersebut memberikan landasan normatif yang lebih sistematis
sehingga berpotensi meningkatkan konsistensi dalam penafsiran dan
erapan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, karena putusan g
menjadi objek kajian dalam penelitian ini diputus pada bulan Juli 2025, yakni

sebelum KUHP Baru berlaku efektif, maka pembahasan mengenai KUHP

1 ”ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Pasal 40.
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Baru dalam penelitian ini bersifat komparatif dan proyektif, bukan
menganalisis penerapan aktual oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Persoalan penentuan batas usia anak tidak berhenti pada ranah hukum
pidana semata. Pada sistem hukum Indonesia, konsep usia dewasa atau
kecakapan hukum diatur secara berbeda-beda pada berbagai bidang hukum,
sehingga menimbulkan apa yang dalam literatur hukum disebut sebagai
disharmoni pengaturan usia dewasa. Pada ranah hukum administrasi
kependudukan, gasal 63 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan menetapkan bahwa Warga Negara Indonesia yang @ah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin wajib memiliki Kartu Tanda
Penduduk Elektronik, yang menggantikan Kartu Identitas Anak yang berlaku
hingga usia 17 tahun kurang satu hari."

Dengan demikian, secara administratif, seseorang yang telah mencapai
usia 17 tahun telah beralih status dari anak menjadi penduduk yang wajib
memiliki dokumen identitas kependudukan layaknya orang dewasa pada
umumnya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan satu tahun antara batas usia
dewasa menurut hukum administrasi kependudukan (17 tahun) dengan batas
usia dewasa menurut hukum pidana, baik menurut UU SPPA maupun Pasal
150 KUHP Baru (18 tahun). Seseorang yang berusia 17 tahun berada pada

posisi yang secara administratif telah dianggap dewasa, namun secara hukum

1 ”ndang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminisirasi Kependudukan
(2013), Pasal 63 ayat (1).
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pidana masih sepenuhnya berstatus anak dan berhak atas seluruh perlindungan
khusus yang diberikan sistem peradilan pidana anak.

Disharmoni pengaturan usia semacam ini bukan merupakan fenomena
baru dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena serupa juga terjadi antara
ketentuan usia dewasa berlandaskam KUHPer, yang menetapkan usia dewasa
pada 21 tahun atau telah menikah, dengan ketentuan usia dewasa urut
peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan
yang menetapkan usia dewasa pada 18 tahun, maupun Undang-Undang
Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan secara tersendiri.
Beragamnya ketentuan batas usia dewasa tersebut bahkan mendorong
Mahkamah Agung untuk menerbitkan glrat Edaran Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2016 dan rumusan kamar perdata terkait, yang pada intinya
menegaskan bahwa penentuan usia dewasa atau kecakapan hukum sepatutnya
disesuaikan dengan konteks perkara dan undang-undang yang secara khusus
mengatur perkara tersebut.?’

Namun demikian, disharmoni antara ranah administrasi kependudukan
dan ranah pidana anak khususnya belum banyak mendapat perhatian dalam
kajian yuridis, padahal implikasinya bersinggungan langsung dengan
penentuan status hukum seseorang dalam proses peradilan pidana. Titik

disharmoni tersebut menjadi sangat relevan ketika dikorelasikan gutusan

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, mengingat Anak IN dalam perkara a

2 Manggin and Muhammad Khutub, ‘Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik
Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia ( Studi Putusan Kasasi
Nomor 897 K /PID /2019 )’, Unes Law Review, 6.2 (2023), pp. 743949.
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quo berusia tepat 17 (tujuh belas) tahun pada saat peristiwa pidana terjadi,
sebagaimana dibuktikan melalui Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/CS/2007
dan Kartu Keluarga yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

Usia tersebut menempatkan Anak IN persis pada celah disharmoni
antara dua rezim hukum yang berbeda: secara administrasi kependudukan,
Anak IN telah memasuki usia wajib kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik dan dapat dipandang sebagai subjek hukum dewasa; namun secara
hukum pidana, sesuai UU SPPA maupun KUHP Baru, Anak IN tetap berstatus
anak yang berhak atas perlakuan khusus, termasuk penempatan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak, bukan lembaga pemasyarakatan dewasa. Fakta
bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo secara konsisten menerapkan
status anak terhadap IN, tanpa terpengaruh oleh status administratif
kependudukannya, menjadi indikasi awal yang menarik untuk dikaji lebih
mendalam sebagai bentuk penegakan kepastian hukum di titik yang secara
normatif rawan disharmoni.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kepastian hukum
dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pidana anak tidak dapat dilepaskan
dari dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah dimensi
kasuistis, yaitu bagaimana Majelis gakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Sbs dengan konkret menguraikan pertimbangan hukumnya,
termasuk konsistensi penggunaan terminologi delik antara surat dakwaan dan
amar putusan, pembuktian unsur-unsur Pasal 341 KUHP, serta penerapan

prinsip keadilan restoratif serta kepentingan terbaik untuk anak. Dimensi
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kedua adalah dimensi normatif, yaitu bagaimana kerangka hukum yang
mengatur batas usia anak itu sendiri mengalami perubahan dari KUHP Lama
yang tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai batas usia anak menuju
KUHP Baru yang untuk pertama kalinya mengkodifikasikan ketentuan
tersebut, sekaligus bagaimana ketentuan tersebut berinteraksi dengan
disharmoni batas usia dalam hukum administrasi kependudukan.

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, penelitian-penelitian
terdahulu mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak
umumnya membahas kesesuaian putusan dengan UU SPPA secara umum,
tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan perubahan kerangka pengaturan
usia anak dalam transisi dari KUHP Lama menuju KUHP Baru. Di sisi lain,
kajian mengenai disharmoni batas usia dewasa dalam berbagai bidang hukum
umumnya membahas persinggungan antara hukum pidana dengan hukum
perdata atau hukum perkawinan, sementara persinggungan dengan hukum
administrasi kependudukan, khususnya dalam konteks kasus konkret peradilan
pidana anak, belum banyak menjadi fokus kajian akademis tersendiri.

Kekosongan kajian inilah yang mendorong penulis untuk melakukan
penelitian yang menggabungkan analisis kasuistis terhadap EJTIJSELH Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs dengan analisis normatif terhadap perubahan
pengaturan batas usia anak dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, guna
memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana asas kepastian

11
hukum telah dan akan terus terjaga p.ada sistem peradilan pidana anak di
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Indonesia, khususnya dalam titik-titik rawan disharmoni pengaturan usia
sebagaimana diuraikan di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis berminat guna menelaah
kian dalam persoalan ini pada suatu studi hukum yang berjudul “Analisis
Yuridis Kepastian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Pidana Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Studi Putusan Nomor

17/P1d.Sus-Anak/2025/PN Sbs)”.

Rumusan Masalah
Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah disampaikan, studi ini
difokuskan dalam 2 perumusan permasalahan utama untuk menjaga agar
pembahasan tetap terarah, yaitu:
L. ggaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap Anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN
Sbs ditinjau dari asas kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban
pidana anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta implikasinya
terhadap kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs?
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a.B Tujuan Penelitian
Berlandaskan perumusan masalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang
ingin digapai pada Studii adalah:

I.  Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap Anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Sbs ditinjau dari asas kepastian hukum berdasarkan
gndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

2. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan batas usia
pertanggungjawaban 1dana anak antara Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru,

serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pertimbangan

hakim pada gutusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.

1.4  Manfaat Penelitian
Berlandaskan tujuan yang peneliti uraikan di atas, manfaat penelitian ditinjau
secara praktis serta teoritis ialah:
1. Secara Teoritis
a.  Studi ini diinginkan bisa menjadi rujukan akademis dalam kajian
hukum pidana anak, khususnya terkait analisis kepastian hukum
tentang pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak

serta penerapannya dalam pertimbangan hakim, sebagai bidang
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kajian yang masih memerlukan pengembangan dalam literatur
hukum pidana anak.

b. Studi ini diinginkan bisa memperkaya literatur akademik
mengenai pengaturan %as usia pertanggungjawaban pidana
anak pada hukum pidana Indonesia serta implikasinya terhadap
penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana
b

2. Secara Praktis

a. Bagi Hakim dan aparat penegak hukum lainnya : Studi ini
diinginkan dapat mewujud materi masukan dalam penerapan dan
penafsiran  ketentuan hukum yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban  pidana  anak, sehingga  tercipta
pertimbangan hukum yang lebih konsisten, jelas, dan
memberikan kepastian hukum dalam perkara pidana anak.

b. Bagi pembentuk undang-undang (legislator) : Studi ini
diinginkan bisa mewujud materi pertimbangan terhadap
melakukan evaluasi serta penyempurnaan pengaturan mengenai
batas usia pertanggungjawaban pidana anak, guna mewujudkan
kepastian hukum dan keselarasan pengaturan dalam sistem

hukum nasional.
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1.5

c. Bagi Masyarakat : Studi ini diinginkan bisa menyalurkan
pemahaman tentang batasan usia pertanggungjawaban pidana

anak serta pentingnya kepastian hukum dalam proses peradilan

pidana anak.

Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian dan menunjukkan
orisinalitas serta kebaruan (novelty) penelitian ini, penulis mengkaji beberapa
penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pertimbangan hakim dalam
pemidanaan Anak, kepastian hukum, dan pengaturan batas usia
pertanggungjawaban pidana Anak. Melalui perbandingan tersebut, dapat
diketahui persamaan, perbedaan, serta kontribusi penelitian ini dibandingkan

penelitian sebelumnya. Adapun perbandingan penelitian terdahulu disajikan

dalam tabel berikut.

No

ﬁma Peneliti, Judul, dan
Tahun Penelitian

Persamaan dengan
Penelitian Ini

Perbedaan dan Kebaruan
Penelitian Ini

Revalno Alfons, Juanrico
Alfaromona Sumarezs
Titahelu, dan Igbal Taufik.

“Pertimbangan Hukum
Hakim dalam Kasus
Tindakan Pencurian

Kendaraan Bermotor yang
lﬁlakukan oleh Anak™,

ATOHI: Jurnal llmu
Hukum, Vol. 4 No. 4
(2024): 292-301.

a-sama meneliti
pertimbangan hukum
hakim terhadap
menjatuhkan pidana
kepada Anak sebagai
pelaku tindak pidana,
serta menggunakan
pendekatan yuridis
normatif dengan studi
terhadap putusan

pengadilan sebagai objek

analisis.

Penelitian Alfons, dkk.
berfokus pada tindak pidana
pencurian kendaraan
bermotor dan hanya
menguraikan pertimbangan
yuridis dan non-yuridis
hakim secara umum, tanpa
mengaitkannya dengan asas
kepastian hukum maupun
perbandingan pengaturan
lintas rezim KUHP.
Penelitian ini secara khusus
mengkaji pertimbangan
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No

ﬁma Peneliti, Judul, dan
Tahun Penelitian

Persamaan dengan
Penelitian Ini

Perbedaan dan Kebaruan
Penelitian Ini

berlandaskan
Peradilan Pidana Anak, serta

disharmoni pengaturan batas

hakim dari sudut pandang
ukum

U Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem

kepasti

menautkannya dengan

usia anak antara KUHP
Lama dan KUHP Baru,
dimensi yang belum
disentuh dalam penelitian
tersebut.

Marfuatul Latifah dan
Prianter Jaya Hairi.

“Pengaturan Pedoman
Pemidanaan KUHP Baru
dan Implikasinya pada
Putusan Hakim”,
ﬁnal Negara Hukum, Vol.

15 No. 2 (November 2024):
25-51.

Sama-sama gkaji
pengaturan Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana Baru (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
2023) dan implikasinya
terhadap pertimbangan
atau putusan hakim dalam
perkara pidana.

Penelitian Latifah dan Hairi
berfokus secara umum pada
konsep pedoman
pemidanaan bagi pelaku
dewasa dan korporasi dalam
KUHP Baru, tanpa
menyentuh isu pemidanaan
Anak maupun
perbandingannya dengan
KUHP Lama pada suatu
putusan konkret. Penelitian
ini mengisi kekosongan
tersebut dengan
menganalisis secara khusus
perbandingan pengaturan
batas usia
pertanggungjawaban pidana
Anak antara KUHP Lama
dan KUHP Baru serta
implikasinya terhadap
kepastian hukum dalam
perkara konkret, yaitu
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Sbs.
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%ma Peneliti, Judul, dan

Persamaan dengan

Perbedaan dan Kebaruan

N
0 Tahun Penelitian Penelitian Ini Penelitian Ini

Penelitian Manggin dan

Khutub membatasi kajian

pada konflik norma batas
usiasdewasa antara KUHP
dan Kitab Undang-Undang

Manggin dan Muhammad Hukum Perdata dalam
Khutub. konteks delik penculikan
. . . Pasal 332 KUHP), t
“Analisis Ketidaksesuaian (Pasa ) ); tanpa
, membahas pemidanaan
Batas Usia Dewasa dan
) . Sama-sama mengangkat | Anak maupun pengaturan
Konflik Normatif antara . .
) .. isu disharmoni Wetboek van Strafrecht
Hukum Pidana Materiil dan ) o
, pengaturan batas usia Baru. Penelitian ini
Hukum Perdata di dewasa/anak antar-rezim memperluas cakupan
3 Indonesia (Studi Putusan ) P ; P

Kasasi Nomor 897
K/PID/2019)”,

Jurnal Ilmiah Ekonomi,
Sosial dan Humaniora
(UNES Review), Vol. 6 No.
2 (Desember 2023): 7439~
7449,

hukum di Indonesia serta
implikasinya terhadap
kepastian hukum dalam
putusan pengadilan.

disharmoni tersebut ke ranah
hukum administrasi
kependudukan (kepemilikan
KTP-el dan Kartu Identitas
Anak) dan mengaitkannya
secara langsung dengan
pertimbangan hakim dalam
perkara pemidanaan Anak
pascaberlakunya KUHP
Baru, sehingga memiliki
posisi kebaruan yang
berbeda dari penelitian
sebelumnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 amjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum
2.1.1 Pengertian Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Konvensi Hak Anak atau “Convention on the Rights of the Child” Tahun

1989 dalam Pasal 1 memberikan definisi mengenai anak, yang berbunyi
sebagai berikut:!
“Setiap manusia vang berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun, kecuali menurut undang-undang vang berlaku pada
anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” (Pasal I Convention on
the Rights of the Child Tahun 1989).

Konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia melalui Keppres @cmor 36
Tahun 1990 dan menjadi satu di antara pertimbangan filosofis diciptakannya
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam konteks yang lebih teknis, UU SPPA membedakan tiga kategori
ABH sebagaimana diatur pada Pasal 1. @sal 1 angka 1 UU SPPA
memberikan definisi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi

sebagai berikut:??

2! Eeputumn Presiden Republik Indonefid Nomor 36 Tahun 1990.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nemor 11 Tahun 2012,
Pasal | angka 1.



“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses
penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum,
mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan
setelah menjalani pidana.” _gasaf I angka 1 UU SPPA).

Pasal 1 angka 3 UU SPPA memberikan definisi mengenai ABH,
berikutnya disebut Anak, berbunyimlgai berikut:*

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana.”

Batasan usia inilah yang menjadi acuan yuridis guna menentukan
apakah seorang pelaku tindak pidana tunduk pada rezim hukum acara khusus
%ﬁl UU SPPA atau pada hukum acara pidana umum.

Anak selaku subjek hukum yang rentan (vulnerable group)
membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan
mengenai perlindungan anak secara umum tertuang dalam @] Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, sedangkan pengaturan tentang ABH secara
khusus diatur dalam UU SPPA. Kekhususan pengaturan ini didasarkan pada

pengakuan bahwa anak, sekalipun berstatus sebagai éqaku tindak pidana,

* Undang-Undang Republik Indonesia Tentang ﬁem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,
Pasal 1 angka 3.
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2.1.2

tetap merupakan pribadi yang masih pada proses tumbuh kembang dan wajib
dilindungi kepentingan terbaiknya.”*
Kategori%ak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan hukum terhadap ABH di Indonesia diatur secara khusus
dalam UU %mor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(selanjutnya disebut UU SPPA). UU ini lahir untuk menggantikan UU Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dinilai telah tidak selaras
perkembangan kebutuhan hukum serta prinsip-prinsip perlindungan anak,
khususnya karena pendekatannya masih bersifat retributif (pembalasan) dan
belum mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pflsal 1 angka 2 UU SPPA menjabarkan “Anak yang Berhadapan dengan
Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.%
Perumusan ini merefleksikan pembentuk UU mengadopsi pendekatan
perlindungan bersifat komprehensif pada seluruh ABH, tanpa membedakan
kedudukan hukumnya dalam suatu perkara. Ketentuan ini menunjukkan
bahwa cakupan perlindungan dalam UU SPPA bukan sekedar ditujukan pada
anak selaku pelaku, tetapi juga kepada anak yang berkedudukan selaku saksi
ataupun korban dalam suatu perkara pidana. Secara garis besar, ketiga

kategori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

24 Ramadani. &20]. "Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Jurnal Negara
dan Keadilan, 9(1) g

* Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nemor 11 Tahun 2012,
Pasal | angka 2.
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1. ?nak yang Berkonflik dengan Hukum.
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, menjabarkan “Anak yang
Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana™. Definisi
ini mengandung dua unsur pokok, yaitu:

a. Unsur usia, yakni %as usia minimal 12 tahun dan batas usia
maksimal belum genap 18 tahun pada saat diduga melaksanakan
tindak pidana. Batas usia minimal 12 tahun ini merupakan hasil
thusan Mahkamah Konstitusi Nomor [/PUU-VIII2010, yang
menyatakan frasa usia 8 tahun sebagaimana diatur UU Nomor p
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD
1945, sehingga batas usia minimum dinaikkan menjadi 12 tahun.

b. Unsur dugaan tindak pidana, yakni status hukum anak yang
masih bersifat "diduga" melakukan tindak pidana, sehingga anak
tetap dilindungi asas praduga tidak bersalah atau “the best
interests of the child” sepanjang belum ada putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.

Perlu ditambahkan bahwa %sal 20 UU SPPA memberikan
pengecualian: apabila tindak pidana dilaksanakan oleh anak sebelum

genap berusia 18 tahun, namun perkaranya baru diajukan ke sidang

% Undang-Undang Republik Indonesia g}rmng Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,
Pasal | angka 3.
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pengadilan setelah anak melewati usia 18 tahun namun belum
menggapai usia 21 tahun, maka anak tersebut tetap diajukan dan diadili
melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak, bukan peradilan
pidana umum.?’

Anak Korban.

Pasal | angka 4 UU SPPA menjabarkan “Anak Korban sebagai anak
yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana”. Kedudukan anak selaku korban menempatkannya
sebagai pithak yang memerlukan pemulihan (restoration), bukan sekadar

alat bukti dalam proses peradilan.”®

3. %ak Saksi.

Pasal 1 angka 5 UU SPPA menjabarkan “Anak Saksi sebagai anak yang
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,

dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.?

2 Hndang— Undang Republik Indonesia Tentang %em Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,

Pasal 20.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,
asal | angka 4. g
* Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nemor 11 Tahun 2012,
Pasal | angka 5.

27



22 nmjauan Umum tentang Pemidanaan Anak
2.2.1 Pengertian Pemidanaan Anak
Pemidanaan anak merupakan proses njatuhan sanksi oleh hakim pada
anak yang terbukti melaksanakan tindak pidana melalui mekanisme @em
Peradilan Pidana Anak. Pemidanaan pada anak pada dasarnya merupakan
bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan, namun
pelaksanaannya berbeda dengan pemidanaan pada pelaku dewasa karena
mempertimbangkan @ndisi fisik, mental, dan psikologis anak yang berada
pada tahapan perkembangan.*’
Perbedaan tersebut tercermin pada gU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya
terakhir (ultimum remedium). UU SPPA menghendaki supaya penuntasan
perkara anak lebih mengedepankan pendekatan keadilan diversi serta
restoratif daripada penjatuhan pidana. Meskipun demikian, dalam perkara
tertentu yang tidak memenuhi syarat diversi atau memiliki tingkat keseriusan
tertentu, pidana tetap dapat dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
anak atas perbuatannya.
Pemidanaan anak tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan
penderitaan sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan,

melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan. Oleh karena itu,

jenis pidana yang bisa ditetapkan pada anak dirancang sedemikian rupa agar

* Ismail Iskandar and others, ‘g;tem Pemidanaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Ditinjau
Dari Tujuan Pemidanaan’, Faculty of Law, 8.2 (2024), pp. 153-65.
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tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta mendukung proses
perkembangan dan reintegrasi sosialnya. Pada konteks ini, pidana tidak
dipersepsikan selaku alat pembalasan, namun selaku instrumen untuk
membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab anak terhadap
perbuatannya.

Selain itu, sistem pemidanaan anak di Indonesia didasarkan pada prinsip
bahwa anak mempunyai kapasitas berbeda dengan individu dewasa dalam
memahami akibat perbuatannya. Oleh karena itu, negara memberikan
perlakuan khusus melalui pengurangan ancaman pidana, pemisahan tempat
pembinaan dari narapidana dewasa, serta pemberian berbagai hak selama
menjalani proses peradilan maupun masa pembinaan. Perlakuan khusus
tersebut  menunjukkan bahwa  pemidanaan anak harus  selalu
mempertimbangkan keseimbangan antar kepentingan penegakan hukum serta
perlindungan terhadap hak-hak anak.’!

2.2.2 Tujuan Pemidanaan Anak

uan pemidanaan anak tidak semata-mata dimaksudkan untuk
membebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sudah
dilaksanakan anak, melainkan juga untuk memperbaiki perilaku anak agar
mampu kembali berintegrasi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
gasal 2 UU SPPA menjabarkan “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan

berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan

31 Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo, ‘Pemenuhan Hak
Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak’, Pattimura Magister Law Review, 4.1 (2024),
pp- 37-33.

29



223

terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup
dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak;
proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya
terakhir; dan penghindaran pembalasan”.* gsas kepentingan terbaik bagi
anak atau “the best interests of the child” merupakan salah satu prinsip inti
yang berasal dari Konvensi Hak Anak dan mewajibkan agar setiap perbuatan
yang melingkupi anak, yang dilaksanakan badan legislatif, pemerintah,
maupun badan yudikatif, menjadikan @pentingan terbaik anak sebagai
pertimbangan utama.**

Oleh karena itu, setiap putusan pemidanaan pada anak harus senantiasa
memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak (Rechisidee), perlindungan
terhadap hak-hak anak, serta dampak jangka panjang putusan tersebut
terhadap masa depan anak, tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi korban
dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sanksi @'hadap Anak Pelaku Pidana

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menganut pendekatan ganda
dalam penjatuhan sanksi, yakni berupa si pidana dan sanksi tindakan.
Karakteristik kedua sanksi ini diatur secara rigid dalam UU SPPA dengan
senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak serta asas ultimum

remedium.

2 Undang-Undang Republik Indonesia g}rmng Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,

Pasal 2.

33 “Best Interest Of The Child’, Jurnal Yudisial, 15.3 (2022), pp. 283-442.
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1
! Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, sanksi pidana dibagi menjadi

%ana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang bisa ditetapkan

pada anak meliputi:**

)
3
3)
4)

5)

Pidana Peringatan : Merupakan pidana ringan berupa teguran resmi
dari hakim di persidangan.

Pidana Dengan Syarat : Tersusun atas pembinaan di luar pelayanan
masyarakat, lembaga, ataupun pengawasan.

Pelatihan Kerja : Dilaksanakan di lembaga milik pemerintah atau
swasta yang bergerak di bidang Ealatihan kerja.

Pembinaan Dalam Lembaga : Penempatan anak di lembaga
pembinaan untuk mengikuti program rehabilitasi.

Pidana Penjara : Pembatasan kebebasan fisik yang diletakkan di

LPKA.

b. Sanksi Tindakan

Berbeda dengan pidana yang berorientasi pada pembalasan minimal

atau penjeraan, sanksi tindakan murni bersifat mendidik dan

memulihkan kondisi psikis maupun sosial anak. Berdasarkan gsal 82

ayat (1) UU SPPA, jenis-jenis tindakan meliputi:*”

ﬂ Pengembalian kepada orang tua atau wali,

¥ Undang-Undang Republik Indonesia gn tang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,

Pasal 71 ayat (1).

*S Undang-Undang Republik Indonesia %nmng Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,

Pasal 82 ayat (1).
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g Penyerahan kepada seseorang (asuh);
3) Perawatan di rumah sakit jiwa (apabila anak mengalami gangguan
mental);
g Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(LPKS);
5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6) Pencabutan surat izin mengemudi;
7) Perbaikan akibat tindak pidana.
2.2.4 Pengaturan Khusus Pemidanaan Anak
Salah satu asas yang paling relevan dengan pemidanaan ak adalah
asas bahwa perampasan kemerdekaan serta pemidanaan merupakan upaya
terakhir (ultimum remedium). Asas ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam
ketentuan teknis mengenai jenis dan lama pidana yang bisa ditetapkan pada
anak, yang secara umum disebut diferensiasi pemidanaan (differentiation of
punishment).
Pasal 79 UU SPPA meregulasi mengenai pidana pembatasan
kebebasan, yang ayat (2)-nya berbunyi:*®
"Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak
paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara

yvang diancamkan terhadap orang dewasa."

36 ”ndang- Undang Republik Indonesia %nmng Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,
Pasal 79 ayat (2) & (3).
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Ayat (3) pasal yang sama menegaskan bahwa:

"Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak."

Ketentuan yang secara spesifik mengatur pidana penjara di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur dalam Pasal 81 UU SPPA.
Pasal 81 ayat (1) berbunyi:*’

"Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan

perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat,"

sedangkan Pasal 81 ayat (2) berbunyi:**

"Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling

lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara

bagi orang dewasa."

Selanjutnya, Pasal 81 ayat (5) menegaskan bahwa:*’

"Pidana penjara terhadap Anak hanva digunakan sebagai
upaya terakhir,"

dan Pasal 81 ayat (6) mengatur pembatasan khusus bagi delik yang
diancam pidana mati atau seumur hidup, yakni:*

"pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun."”

¥ Undang-Undang Republik Indonesia gnmng Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,

Pasal 81 ayat (1).

*® Undang-Undang Republik Indonesia gnrang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,

Pasal 81 ayat (2).

¥ Undang-Undang Republik Indonesia gnrang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,

Pasal 81 ayat (5).

' Undang-Undang Republik Indonesia gnmng Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,

Pasal 81 ayat (6).
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231

Ketetapan gasal 81 ayat (2) UU SPPA inilah yang menjadi parameter
objektif dalam pemidanaan anak pelaku Pasal 341 KUHP, karena %(im tidak
dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap anak melebihi setengah dari
ancaman maksimum yang berlaku untuk pelaku dewasa untuk tindak pidana
yang sama. Dengan ancaman maksimum Pasal 341 KUHP selama tujuh tahun,
maka batas maksimal pidana penjara yang bisa ditetapkan pada anak untuk
delik tersebut 1alah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Ketentuan ini merupakan
wujud pengakuan hukum terhadap tingkat kematangan psikologis dan
kemampuan pertanggungjawaban pidana anak yang berbeda dari orang
dewasa, sekaligus menjadi tolok ukur kuantitatif bagi terwujudnya kepastian
hukum dalam pemidanaan anak.

Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri
Pengertian dan %ur—Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri

KUHP mengatur delik pembunuhan anak sendiri (kinderdoodslag) pada

Pasal 341, yang berbunyi:
“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia
melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama
kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam
karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling

lama tujuh tahun.”

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur-unsur delik Pasal 341 KUHP bisa

dijabarkan:
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1. subjek hukum pelaku bersifat khusus (delicta propria), karena delik ini
hanya dapat dilakukan oleh seorang ibu, baik yang terikat perkawinan
sah maupun tidak, terhadap anak kandungnya sendiri;

2. adanya unsur kesengajaan (dolus) untuk merampas nyawa;

3. adanya motif khusus berupa rasa takut akan diketahuinya peristiwa
kelahiran tersebut oleh orang lain; dan

4. adanya pembatasan tenggang waktu perbuatan, yaitu hanya pada saat
anak dilahirkan atau tidak lama sesudahnya.*'

2.3.2 Perbandingan dengan Delik Pembunuhan Lain dalam KUHP

Untuk memahami kekhususan Pasal 341 KUHP, perlu dibandingkan
dengan delik-delik pembunuhan lain yang Eatur dalam Bab XIX KUHP
tentang Kejahatan terhadap Nyawa.

Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa (doodslag), yang
berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling

lama lima belas tahun.”

Delik ini tidak mensyaratkan hubungan subjek hukum tertentu antara

pelaku dan korban, serta tidak mensyaratkan unsur perencanaan.

#! Jefri Bassay, M Syahul Borman, and Nur Handayati, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu
Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan Bayi’, Jurnal Penelitian {lmiah Multidisiplin, 8.10 (2024), pp.
405-11 2024.
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gasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana (moord), yang
berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih
dahulu  merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama

dua puluh tahun.”

Delik ini merupakan delik pembunuhan dengan ancaman pidana terberat
dalam KUHP karena adanya unsur perencanaan (voorbedachte raad), yakni
tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang
sebelum melaksanakan niatnya.*?

Adapun @al 342 KUHP mengatur pembunuhan anak sendiri yang
direncanakan (kinderdoodslag berencana atau kindermoord), yang berbunyi:

“Seorang ibu vang untuk melaksanakan niat yang ditentukan
karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak,
pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas
nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak
sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.”

42 ‘Hukum Pidana Pembunuhan’, JDIH, %4
<https:/jdih.tanahlautkab.go.id/artikel hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan> [accessed 5 July
2026].
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Pasal ini pada dasarnya merupakan bentuk delik yang dikualifisir dari
Pasal 341 KUHP, yakni delik yang sama namun disertai unsur perencanaan
terlebih dahulu, sehingga ancaman pidananya lebih berat, yaitu sembilan
tahun, dibandingkan Pasal 341 KUHP yang hanya tujuh tahun.*

Perbandingan keempat pasal tersebut menunjukkan gradasi ancaman
pidana yang secara konsisten dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu ada tidaknya
unsur perencanaan dan ada tidaknya kekhususan subjek hukum pelaku (ibu
kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan). Semakin terencana suatu
pembunuhan, semakin berat ancaman pidananya; sebaliknya, kekhususan
hubungan ibu-anak yang baru dilahirkan disertai motif rasa takut ketahuan
menjadi alasan peringanan pidana dibandingkan pembunuhan pada umumnya.

24  Tinjauan Umum tentang @ngaturan Pemidanaan Anak dalam KUHP
Lama dan KUHP Baru
24.1 Pengaturan Anak dalam KUHP Lama

KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia bersumber gari Wetboek
van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, yang mulai berlaku berdasarkan asas
konkordansi pada tahun 1918 dan dipertahankan keberlakuannya pasca-
@merdekaan berdasarkan Pasal Il Aturan Peralihan UUD 1945 Jo. UU
ﬁmor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam sejarah

perkembangannya, KUHP Lama sesungguhnya pernah memuat ketentuan

4 Firda and Suartini, hlm. 1056.
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mengenai perlakuan khusus terhadap pelaku anak, yaitu pada @sal 45, Pasal
46, serta Pasal 47. *

Pasal 45 KUHP Lama menjabarkan “dalam hal seorang anak yang
belum berumur 16 (enam belas) tahun melakukan suatu perbuatan pidana,
hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang
tua atau walinya tanpa dikenakan pidana apa pun, atau memerintahkan agar
anak tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dikenakan
pidana, atau menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pengurangan
sepertiga dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa”. Ketentuan ini
merupakan cikal bakal konsep peradilan anak di Indonesia, meskipun cakupan
perlindungannya masih jauh lebih terbatas dibandingkan sistem yang berlaku
saat ini.

2.4.2 Pencabutan Pasal 45-47 dan Peralihan ke UU SPPA

Ketentuan Fﬁsal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP Lama tersebut
dicabut serta dinilai tidak berlaku sejak diundangkannya gU Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak, yang untuk pertama kalinya mengatur secara
komprehensif mengenai pengadilan khusus bagi anak, dengan rentang usia
anak yang bisa diajukan pada ersidangan anak adalah 8 (delapan) tahun
hingga belum genap 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan ini kemudian
disempurnakan kembali melalui UU SPPA pada tahun 2012, yang menaikkan

%as usia minimum menjadi 12 (dua belas) tahun, dengan pertimbangan

* Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, and Erwin, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens
Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia’, Collegium Studiosum Jowrnal, 7.1 (2024), pp.
373-85.
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psikologis dan pedagogis bahwa anak di bawah usia tersebut belum memiliki
kematangan yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, sejalan
dengan rekomendasi Beijing Rules.*

Konsekuensi yuridis dari pencabutan Pasal 45 sampai Pasal 47 KUHP
Lama adalah bahwa sejak tahun 1997 hingga saat ini, KUHP Lama
sesungguhnya tidak lagi memiliki satu pasal pun yang secara eksplisit
mengatur definisi anak maupun batas usia pertanggungjawaban pidana anak.
Keadaan ini menimbulkan perubahan dalam konstruksi pengaturan hukum
pidana anak, yakni dari yang termuat pada kitab induk hukum pidana menjadi
aturan UU bersifat khusus. Seluruh pengaturan mengenai hal tersebut
sepenuhnya digantungkan pada UU SPPA sebagai dang-undang khusus (/ex
specialis) di luar kitab induk hukum pidana.

2.4.3 Pengaturan Anak dalam EUHP Baru

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
disahkan dalam at paripurna DPR di 6 Desember 2022 dan diundangkan di
2 Januari 2023, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai
berlaku efektif, Qagaimana diatur dalam Pasal 624 KUHP Baru, yaitu
terhitung sejak Enggal 2 Januari 2026, KUHP Baru membawa pembaruan
mendasar dalam hukum pidana materiil Indonesia, termasuk untuk pertama
kalinya mengkodifikasikan ketentuan mengenai anak secara langsung di

dalam kitab induk.

8 | Eetut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba’i, and Nurini Aprilianda, ‘Pembatasan Usia
Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan’, 4.2 (2019), pp. 232—41.
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Pasal 150 KUHP Baru menjabarkan “anak adalah seseorang yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun”.*® Pasal 40 KUHP Baru menjabarkan
“pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada
waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun”.*’
Kedua pasal ini, meskipun secara substansi angka usianya menegaskan
kembali ketentuan yang telah lebih dahulu diatur UU SPPA, membawa
konsekuensi penting berupa tersedianya rujukan tekstual langsung dalam kitab
induk hukum pidana, yang sebelumnya tidak tersedia sepanjang berlakunya
KUHP Lama pascapencabutan Pasal 45 sampai Pasal 47.

244 Kedudukan UU SPPA sebagai Lex Specialis Pascaberlakunya KUHP
Baru

Meskipun KUHP Baru kini memuat ketentuan tersendiri mengenai anak,
kedudukan UU SPPA sebagai lex specialis tidak serta-merta tergantikan. Pasal
205 KUHP Baru maupun ketentuan peralihan di dalamnya menegaskan bahwa
ketentuan mengenai ABH tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana diregulasi
pada UU tersendiri mengenai tem peradilan pidana anak, sepanjang
mengatur dengan khusus mengenai hal itu.*® Dengan demikian, hubungan
antara KUHP Baru dan UU SPPA bukanlah hubungan saling meniadakan,

melainkan hubungan saling melengkapi, di mana KUHP Baru menyediakan

definisi dan batas usia secara umum, sementara UU SPPA tetap menjadi

;gzdang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Pasal 150.
47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Pasal 40.
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Pasal 205.
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ruyjukan utama mengenai mekanisme acara, jenis sanksi, dan lembaga
pelaksana pidana bagi anak.

Pemahaman mengenai kedudukan /lex specialis ini penting untuk
menghindari kekeliruan penafsiran seolah-olah berlakunya KUHP Baru
menggantikan UU SPPA secara keseluruhan. Pemahaman tepat pada
hubungan kedua regulasi ini menjadi landasan konseptual dalam menjaga
konsistensi penerapan norma hukum. Sebaliknya, kedua rezim hukum tersebut
harus dibaca secara sistematis dan saling melengkapi, sebagaimana akan
diuraikan lebih lanjut dalam kerangka teori mengenai hierarki dan preferensi
norma hukum.

2.5 Tinjauan Umum tentang Hukum Administrasi Kependudukan dan
Disharmoni Batas Usia
2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Administrasi Kependudukan

Hukum administrasi kependudukan merupakan cabang hukum
administrasi negara yang mengatur tata cara pendaftaran, pencatatan, dan
penerbitan dokumen identitas kependudukan untuk tiap warga negara. Di
Indonesia, bidang hukum ini diatur pada % Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor
24 Tahun 2013.*” Tujuan utama pengaturan ini adalah memberikan kepastian
hukum atas status kependudukan setiap penduduk, termasuk anak, melalui
penerbitan dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga,

Kartu Identitas Anak, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

4 ”ndang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
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Dokumen kependudukan tersebut memiliki fungsi ganda yang relevan
bagi penelitian ini. Di satu sisi, dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen
pelayanan publik yang menentukan hak dan kewajiban administratif
seseorang. D1 sisi lain, dokumen tersebut juga kerap difungsikan sebagai alat
bukti dalam proses peradilan, termasuk peradilan pidana, khususnya untuk
membuktikan identitas dan usia seseorang.

2.5.2 Batas Usia dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak dan KTP
Elektronik

Undang-Undang Administrasi  Kependudukan mengatur secara
berjenjang dokumen identitas yang wajib dimiliki penduduk sesuai dengan
tahapan usianya. Setiap kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan guna
diterbitkan akta kelahiran, tanpa batasan usia, sebagai dokumen identitas
pertama dan paling mendasar bagi seorang anak. Selanjutnya, bagi ak yang
berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, diterbitkan Kartu
Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi anak, yang terbagi menjadi dua
kategori sesuai kelompok usia, yakni KIA tanpa foto bagi anak 1a 0 sampai
dengan 5 tahun dan KIA dengan foto bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17
tahun kurang satu hari. KIA berfungsi sebagai identitas resmi bagi anak

sebelum ia memenuhi syarat usia dan status perkawinan untuk memiliki Kartu

Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). *°

m;n‘arita, M. Arsyad, and Moh. Fajar Noorahman, ‘Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (Kia)
1 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil’, Jurnal Pelayanan Publiik, 1.1 (2024), pp. 37—44.

42



253

gasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjabarkan
“setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin
tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau
pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik”.>! Bahkan,
perekaman data kependudukan untuk keperluan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik telah dapat dilakukan sejak penduduk berusia 16 (enam
belas) tahun, sebagai persiapan menjelang usia 17 (tujuh belas) tahun. Dengan
demikian, terhitung sejak usia 17 (tujuh belas) tahun, status kependudukan
seseorang secara administratif beralih dari kategori anak (pemegang Kartu
Identitas Anak) menjadi kategori penduduk dewasa (pemegang Kartu Tanda
Penduduk Elektronik).
Perbedaan Batas Usia Dewasa dalam Hukum Administrasi
Kependudukan dan Hukum Pidana

Sistem hukum Indonesia mengenal beberapa batas usia dewasa yang
berbeda sesuai dengan tujuan pengaturannya. Dalam bidang administrasi
kependudukan, gasal 63 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan mengatur bahwa gartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
wajib dimiliki oleh penduduk yang sudah @rusia 17 (tujuh belas) tahun atau
telah kawin. Sementara itu, dalam bidang hukum pidana anak, Pasal 1 angka 3

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,
Pasal 63 ayat (1).
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menjabarkan “anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana” 3>

Pengaturan serupa juga ditemukan dalam Pasal lSOGU Nomor | Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjabarkan
“ketentuan mengenai pemidanaan anak berlaku bagi seseorang yang berumur
di bawah 18 (delapan belas) tahun”.>* Dengan demikian, hukum pidana tetap
menempatkan individu yang belum menggapai umur 18 tahun sebagai anak
yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus dalam proses
peradilan pidana. Aturan UU pada Indonesia juga mengenal variasi batas usia
dewasa pada bidang hukum lainnya. KUHPer mengenal batas usia 21 tahun
untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sedangkan beberapa
peraturan sektoral menggunakan batas usia yang berbeda sesuai dengan
kebutuhan pengaturannya. Keberagaman pengaturan tersebut menunjukkan
bahwa batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia tidak ditentukan

secara seragam, melainkan disesuatkan dengan karakteristik dan tujuan

masing-masing bidang hukum.3*

32 Undang-Undang Republik Indonesia g}rmng Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,
| angka 3.

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Pasal 150. g g

* ‘Pengaturan Dewasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undan: Di Indonesia’, Hukum
Online, 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pen gaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-
perundang-undangan-di-indonesia-1t67a02tb638445/> [accessed 27 July 2026].
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2.6

Kerangka Teori

2.6.1 aeori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf hukum dan pakar hukum
pidana asal Jerman yang hidup pada rentang tahun 1878 hingga 1949.
Pemikirannya mengenai tujuan hukum lahir dari pergulatan intelektual yang
mendalam, khususnya pascapengalaman traumatis bangsa Jerman terhadap
rezim Nasional Sosialis (Nazi) yang menjadikan undang-undang sebagai alat
legitimasi bagi tindakan-tindakan yang secara moral bertentangan dengan
nilai-nilai kemanusiaan.>> Pengalaman tersebut mendorong Radbruch untuk
merumuskan suatu teori yang tidak semata-mata memandang hukum sebagai
perintah penguasa yang harus dipatuhi secara mutlak sebagaimana pandangan
aliran positivisme hukum yang dianutnya pada masa mudanya, melainkan
hukum yang di dalamnya harus terkandung nilai-nilai dasar yang bersifat
universal. Pemikiran Radbruch inilah yang kemudian dikenal luas dalam ilmu
hukum sebagai teori tiga nilai dasar hukum (die drei Grundwerte des Rechts),
yang menjadi salah satu fondasi penting dalam kajian filsafat hukum hingga
saat ini. Menurut Radbruch, hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya
memenuhi satu nilai secara tunggal, melainkan hukum yang mengakomodasi

secara simultan tiga cita hukum (Rechitsidee), yaitu keadilan (Gerechtigkeit),

55

‘Gustav Radbruch’, Beranda Hukum, 2021 <https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch=

[accessed 31 July 2026].
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kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan kemanfaatan (Zweckmdssigkeir).”

Ketiga nilai dasar ini bersifat saling melengkapi sekaligus berpotensi
menimbulkan ketegangan (spannung) satu sama lain, sehingga penerapannya
dalam praktik hukum senantiasa menuntut adanya upaya penyeimbangan
(balancing) oleh pembentuk maupun penegak hukum.

Keadilan merupakan nilai dasar pertama dan sekaligus dipandang
sebagai inti (Kerngehalt) dari hukum itu sendiri. Radbruch memaknai
keadilan bukan dalam pengertian keadilan substantif yang bersifat kasuistis
semata, melainkan keadilan dalam pengertian formal, yaitu asas kesamaan
(Gleichheit) yang menghendaki agar setiap perkara yang memiliki
karakteristik hukum yang sama (gleichartige Fille) diperlakukan secara sama,
sementara perkara yang secara substansial berbeda harus pula diperlakukan
secara berbeda (suum cuique tribuere menyalurkan pada tiap individu apa
yang mewujud haknya). Keadilan dalam konteks ini berfungsi sebagai tolok
ukur normatif yang menilai baik atau buruknya suatu produk hukum, sehingga
keadilan berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif itu sendiri; artinya,
keadilan menjadi ukuran untuk menilai hukum, bukan sebaliknya.’” Dalam
konteks tindak pidana pembunuhan anak sendiri sebagaimana diregulasi pada
Pasal 341 serta 342 KUHP atau Pasal 460 UU Nomor 1 Tahun 2023, nilai

keadilan tercermin dari pembedaan perlakuan hukum antara ibu yang

% Muhammad Bintang Firdaus, ‘Dialektika Keadilan ., Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam
Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia’, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 3.1
(2025), pp. 357-67.

*7 Muklis Al, ‘Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum’, Jurnal
Humaniora, 9.1 (2025), pp. 119-33.
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membunuh anaknya sendiri karena tekanan psikologis pascapersalinan dengan
pelaku pembunuhan pada umumnya.’® Prinsip keadilan menghendaki agar
hukum tidak memperlakukan secara sama dua keadaan yang secara
substansial berbeda, sehingga pemberian ancaman pidana yang lebih ringan
terhadap delik ini merupakan wujud dari keadilan distributif (dustitia
distributiva) yang mempertimbangkan kondisi subjekitif pelaku.

Kepastian hukum merupakan nilai dasar kedua yang menghendaki agar
hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan konsisten, sehingga dapat
diprediksi (voorspelbaarheid) penerapannya oleh setiap subjek hukum.
Kepastian hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai sarana guna
membangun ketertiban (orde) pada kehidupan bermasyarakat, maka sebab
tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan wibawa dan daya ikatnya
sebagai norma yang mengatur perilaku manusia. Radbruch berpandangan
bahwa kepastian hukum menuntut dipenuhinya beberapa unsur, yaitu:>’

1. Hukum harus berupa peraturan yang bersifat positif (positivitas), dalam
arti dirumuskan secara tertulis oleh lembaga yang berwenang;

2. Hukum harus didasarkan pada fakta, bukan semata-mata pada penilaian
subjektif hakim, sehingga dapat diketahui secara pasti kapan sebuah

tindakan bisa diklasifikasikan selaku tindak pidana;

8 Endang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

* Raffi Muhammad Ave, ‘Formula Radbruch Dan Dialektika Filsafat Hukum', Mari News, 2025
<https://marinews.mahkamahagung. go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-
0BW:= [accessed 31 July 2026].
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3. Fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas sedemikian rupa sehingga
menghindarkan kekeliruan dalam pelaksanaannya; dan

4. Hukum positif tersebut tidak boleh mudah diubah-ubah, agar tercipta
stabilitas hukum yang berkesinambungan.

%as legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali)
sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan wujud konkret
dari nilai kepastian hukum ini, oleh karena setiap perbuatan yang hendak
dijatuhi pidana harus terlebih dahulu dirumuskan secara tegas dalam undang-
undang. Dalam konteks delik pembunuhan anak sendiri, kepastian hukum
tercermin dari batasan-batasan normatif yang jelas mengenai subjek hukum,
yaitu khusus seorang ibu kandung, unsur waktu berupa pada saat atau tidak
lama setelah melahirkan, serta unsur motif berupa rasa takut akan ketahuan,
sehingga penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menerapkan
pasal ini dan membedakannya dari delik pembunuhan pada umumnya.

Kemanfaatan merupakan nilai dasar ketiga yang menghendaki agar
hukum yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat atau kegunaan
(utility) bagi kehidupan bermasyarakat, untuk orang yang bersangkutan
ataupun untuk warga secara keseluruhan.®® Nilai ini erat kaitannya dengan
aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum, yang memandang bahwa tujuan
akhir dari hukum bukanlah sekadar penerapan norma secara kaku, melainkan

tercapainya kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang sebanyak-

8 Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, ‘gjori Utilitarianisme Jeremy Bentham :
Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?°, Jurnal Konstitusi, 19.2 (2022), hlm. 273-

274,
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banyaknya (fhe greatest happiness of the greatest number), sebagaimana
dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dalam konteks hukum pidana, nilai
kemanfaatan tercermin dari pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan itu
sendiri, apakah pemidanaan tersebut ditujukan semata-mata sebagai bentuk
pembalasan (retributif), ataukah juga berorientasi pada perbaikan perilaku
pelaku (rehabilitatif), pencegahan terjadinya kejahatan serupa di masa
mendatang  (preventif), maupun perlindungan terhadap masyarakat
(protektif).®' Dikaitkan dengan delik pembunuhan anak sendiri, nilai
kemanfaatan tampak jelas dari filosofi peringanan pidana yang diberikan
kepada ibu pelaku. Pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa
penjatuhan pidana yang seberat pembunuhan biasa atau pembunuhan
berencana terhadap seorang ibu yang berada dalam kondisi psikologis tertekan
justru tidak akan memberikan manfaat optimal, baik bagi pelaku, yang
sesungguhnya juga merupakan korban dari tekanan sosial, maupun bagi tujuan
pemidanaan itu sendiri. Sebaliknya, ancaman pidana yang lebih proporsional
dipandang lebih mencerminkan asas kemanfaatan, karena mempertimbangkan
aspek keadilan restoratif dan kemungkinan rehabilitasi bagi pelaku.®’

Salah satu kontribusi teoretis Radbruch yang paling signifikan adalah
pengakuannya bahwa ketiga nilai dasar hukum tersebut tidak senantiasa

berjalan selaras, melainkan dapat saling bertentangan satu sama lain

! Thid., him. 273

%2 Tmelda Christie Manurunqcrbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam
Menangani Tindak Pidana Di Indonesia’, Jurnal Hmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5.5 (2025), pp.
3975-82.
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(Antinomie der Rechtsidee atau aporia cita hukum). Sebagai contoh,
penerapan kepastian hukum yang terlalu kaku dapat menghasilkan putusan
yang secara substansial tidak adil, sebagaimana tercermin dalam adagium
summum ius, swumma iniuria, yang bermakna kepastian hukum yang
berlebihan dapat menjelma menjadi ketidakadilan yang besar. Sebaliknya,
pengutamaan nilai keadilan secara berlebihan tanpa memperhatikan kepastian
hukum dapat mengancam stabilitas dan prediktabilitas sistem hukum.
Demikian pula, pengutamaan nilai kemanfaatan semata dapat berujung pada
pengorbanan nilai keadilan individual demi kepentingan yang dipandang lebih
besar. Oleh karena adanya ketegangan tersebut, Radbruch berpandangan
bahwa dalam praktiknya, penegak hukum dan pembentuk undang-undang
dihadapkan pada keharusan untuk melakukan penyeimbangan (4bwdgung) di
antara ketiga nilai tersebut sesuai dengan konteks dan karakteristik
permasalahan hukum yang dihadapi, bukan menerapkan salah satu nilai secara
mutlak dan mengabaikan nilai yang lain.®*

Pascaperang Dunia II, Radbruch mengembangkan lebih lanjut
pemikirannya melalui apa yang dikenal sebagai Radbruchsche Formel atau
Formula Radbruch, yang pada intinya menyatakan bahwa hukum positif pada
dasarnya harus tetap diutamakan demi terciptanya kepastian hukum, sekalipun
isinya dipandang tidak adil atau tidak bermanfaat, kecuali apabila

pertentangan antara hukum positif tersebut dengan keadilan telah mencapai

%3 Eka Himawan, ‘gsas Summum Tus Summa Inuria Summa Lex Summa Crux’, Law@lirm ‘Surjo &
Partners’, 2022 <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners. wordpress.com/2022/07/08/asas-summum-
ius-summa-inuria-summa-lex-summa-crux/> [accessed 31 July 2026].
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tingkat yang tidak dapat ditoleransi (ein so unertrdgliches Maf erreicht),
sehingga hukum tersebut harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.
Formula ini menjadi dasar argumentasi penting dalam menilai keabsahan
produk-produk hukum yang secara ekstrem melanggar hak asasi manusia,
sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan otoriter. *
2.6.2 Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim (ratio decidendi) merupakan bagian terpenting
dalam putusan pengadilan, karena di dalamnyalah termuat penalaran hukum
yang mendasari amar putusan. Secara etimologis, istilah ratio decidendi
berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "alasan untuk memutus",
yang dalam tradisi common law dipahami sebagai bagian dari putusan yang
memuat prinsip hukum atau argumentasi yang menjadi dasar bagi hakim
dalam mengambil keputusan, sebagai lawan dari obiter dictum yang hanya
berupa pendapat sampingan hakim yang tidak mengikat.®* Dalam tradisi civil
law yang dianut oleh sistem hukum Indonesia, konsep ini kemudian diadopsi
dan diterjemahkan sebagai "pertimbangan hakim", yang secara normatif
kedudukannya diwajibkan oleh undang-undang untuk dimuat dalam setiap
putusan pengadilan. Ketetapan ﬂsal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP
menjabarkan “surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang
disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian

yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

% Firdaus, ‘Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch
pada Hukum Indonesia’ hlm. 360.
3 ‘Ratio Decidendi’” <https://yaplegal.id/kamus/ratio-decidendi> [accessed 7 July 2026].
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kesalahan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan
terdakwa”.®® Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka berlandaskan sal
197 ayat (2) KUHAP, putusan tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum,
sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan pertimbangan hakim bukan
sekadar unsur formalitas administratif, melainkan syarat esensial yang
menentukan keabsahan suatu putusan pidana.®” Rusli Muhammad, dalam
kajiannya mengenai kekuasaan kehakiman, mengemukakan bahwa
pertimbangan hakim pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2
klasifikasi besar, yakni pertimbangan dengan sifat yuridis serta pertimbangan
dengan sifat non-yuridis sebagai berikut:**
1. Pertimbangan Yuridis (Pasal 184 KUHAP).

Pertimbangan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP

merupakan pertimbangan yang dilandaskan dalam a-fakta hukum

yang terbuka pada persidangan serta yang secara langsung berkaitan

dengan mbuktian unsur-unsur delik yang didakwakan. ®

a. Dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi dasar dan batas

pemeriksaan perkara di persidangan, sekaligus menjadi acuan

7
hakim dalam menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur

delik yang didakwakan.

66 %}b Undang-Undang Hukum Acara dana (1981)
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/35876/UU Nomor 8 Tahun 1981.pdf>, Pasal 197 ayat (1) huruf

d huruf f.

(‘?Eb Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (2).

o8 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2@®). him, 124-125.

" Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.
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Keterangan saksi, yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi
tentang seuah fenomena pidana yang ia lihat, dengar, atau alami
sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 KUHAP, dengan
disertai alasan pengetahuannya.’®

Keterangan ahli, yaitu keterangan yang disalurkan seseorang
dengan keahlian khusus guk membuat terang sebuah perkara guna
kepentingan pemeriksaan, misalnya keterangan ahli forensik atau
ahli kejiwaan dalam perkara pembunuhan anak sendiri.

Surat, yaitu alat bukti berupa surat sebagaimana diregulasi Pasal
187 KUHAP, misalnya visum et repertum yang menerangkan sebab
kematian korban.”!

Petunjuk, perbuatan, @adaan, atau peristiwa yang saling berkaitan
maupun berhubungan dengan tindak pidana sehingga menunjukkan
telah terjadinya suatu tindak pidana beserta pelakunya, sebagaimana
diatur Pasal 188 KUHA.”

Keterangan terdakwa, pernyataan yang disampaikan terdakwa di
persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, diketahui
sendiri, atau dialaminya secara langsung, sebagaimana diatur Pasal

189 KUHAP.”

;%:b Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal | angka 27.
"W Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 187.

2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 188.
™} Kitah Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 189.
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g. Barang bukti, yaitu benda-benda yang berkorelasi langsung %ngan
findak pidana yang fterjadi, yang digunakan hakim untuk
memperkuat keyakinannya atas fakta hukum yang terungkap.

h. Unsur-unsur delik yang didakwakan, yaitu analisis terhadap
terpenuhi atau tidaknya setiap unsur delik dalam pasal yang
didakwakan, yang menjadi dasar penentuan bersalah atau tidaknya
terdakwa sesuai asas pembuktian sebagaimana diatur Pasal 183
KUHAP mengenai pembuktian yang sah dan meyakinkan.™

g Pertimbangan Non-Yuridis.

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang bersumber

dari fakta-fakta di luar unsur formal delik, namun tetap relevan untuk

menggambarkan keseluruhan konteks perbuatan dan diri terdakwa
secara utuh.

a. Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu motif atau alasan yang
mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, misalnya rasa takut,
malu, atau tekanan sosial dalam kasus pembunuhan anak sendiri.

b. Kondisi sosial-ekonomi terdakwa, yang mencakup keadaan
ekonomi, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lingkungan
sosial tempat terdakwa hidup.

c. Akibat perbuatan terdakwa, yaitu dampak yang ditimbulkan dari
perbuatan tersebut, baik terhadap korban secara langsung maupun

terhadap masyarakat secara umum.

74 E:mb Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.
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d. Kondisi psikologis terdakwa, yaitu keadaan kejiwaan terdakwa
pada saat perbuatan dilakukan, termasuk tekanan mental, ketakutan,
kecemasan, atau gangguan psikologis lain yang relevan, misalnya
kondisi baby blues atau depresi pascamelahirkan.

e. Keadaan keagamaan dan sosial-kultural, vyaitu latar belakang
keyakinan agama dan nilai-nilai sosial-budaya yang melingkupi
cara pandang serta perilaku terdakwa.

f.  Hal-hal yang memberatkan, yaitu faktor yang memperberat
penjatuhan pidana, misalnya terdakwa berbelit-belit dalam
memberikan keterangan, perbuatan dilakukan secara berulang, atau
perbuatan menimbulkan keresahan masyarakat yang luas.

g. Hal-hal yang meringankan, yaitu faktor yang meringankan
penjatuhan pidana, misalnya terdakwa belum pernah dihukum,
bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, menyesali
perbuatannya, berusia muda, atau berada dalam tekanan psikologis
dan sosial yang berat pada saat kejadian, sebagaimana secara
eksplisit disyaratkan oleh gasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.”*

Pertimbangan non-yuridis inilah yang memungkinkan hakim untuk

menjatuhkan putusan yang bersifat individual dan proporsional, alih-alih
menerapkan hukum secara kaku dan seragam terhadap setiap terdakwa tanpa
memandang konteks personal dan situasional yang melatarbelakangi

perbuatannya. Kedua kategori unsur tersebut bersifat kumulatif dan saling

7 E:mb Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (1) huruf f.
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melengkapi dalam praktik peradilan, bukan merupakan alternatif yang dapat
dipilih salah satu oleh hakim. Ahmad Rifai, dalam kajiannya mengenai
penemuan hukum oleh hakim, menambahkan bahwa dalam praktiknya, hakim
tidak semata-mata menerapkan hukum secara mekanis berdasarkan teks
undang-undang, melainkan turut menggunakan penalaran hukum yang bersifat
argumentatif dan reflektif, yang melibatkan pendekatan keilmuan, pendekatan
pengalaman, maupun pendekatan intuisi dan hati nurani hakim (ex aequo et
bono) dalam merumuskan pertimbangannya.’® Hal ini menunjukkan bahwa
pertimbangan hakim bukan hanya persoalan penerapan logika hukum formal
semata, melainkan juga melibatkan penilaian kualitatif atas fakta-fakta sosial

dan psikologis yang melingkupi suatu perkara pidana.

7 Eamad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010 (ISBN: 978-979-007-317-3).
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3.1

57

BAB 111

METODE PENELITIAN

%is Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau Normative
Law Research. Penelitian hukum normatif ialah studi yang menelaah hukum
dari perspektif norma, asas, serta doktrin hukum yang berlaku. Hukum
normatif dalam konteks penelitian berarti hukum dipahami sebagai 'sistem
norma' yang berlaku. Bukan hukum dalam arti perilaku masyarakat, tetapi
hukum dalam arti aturan, asas, dan doktrin yang tertulis.”

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis terhadap %tusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs guna mengkaji pertimbangan hukum
Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pada putusan
tersebut ditinjau dari asas kepastian hukum berdasarkan @’ Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga
diarahkan untuk menelaah perbandingan pengaturan batas usia
pertanggungjawaban 1dana anak antara Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta
implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pertimbangan hakim gada

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.

" Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, ‘Hetnde Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian llmu Hukum’, Notary Law Jowrnal, 4.3 (2025), pp. 114-
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3.2

Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah pertimbangan %dm
dalam putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum yang konsisten,
memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan prinsip-prinsip g diatur
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus untuk mengetahui implikasi
transisi pengaturan batas usia anak dari KUHP Lama menuju KUHP Baru
terhadap kepastian hukum tersebut.

Metode Pendekatan
Untuk menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan 2 pendekatan:
a.  Pendekatan Perundang-undangan.
Pendekatan ini makukan dengan menelaah peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak,
khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP Baru), serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, untuk mengetahui konsistensi
dan sinkronisasi norma dalam putusan hakim, khususnya terkait
pengaturan batas usia anak.
b.  Pendekatan Kasus.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor

17/Pid.Sus-Anak/2025/PN SBS dengan tujuan memahami konstruksi
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pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut serta menilai
kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
c.  Pendekatan Konseptual.
Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan karena
penelitian ini menganalisis permasalahan hukum dengan bertumpu
pada konsep, doktrin, dan teort hukum yang berkembang dalam ilmu
hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk
mengkaji pertimbangan Majelis Hakim melalui %ri kepastian hukum
dan teori pertimbangan hakim sebagai kerangka analisis dalam menilai
terpenuhi atau tidaknya kepastian hukum dalam Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2025/PN  Sbs, serta dalam menilai implikasi
perbandingan pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan
KUHP Baru terhadap kepastian hukum tersebut.
3.3  Sumber Bahan Hukum
Berlandaskan pada pendekatan hukum normatif, gahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini bersumber langsung dari peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
mengikat terkait objek penelitian. Fokus gﬁhan hukum primer dalam
penelitian ini meliputi UU SPPA, KUHAP, KUHP Lama, KUHP Baru
&dang-[]ndang Nomor 1 Tahun 2023), Undang-Undang Administrasi
Kependudukan, serta Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Sbs.
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Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk membedah
kualifikasi delik pembunuhan anak sendiri, batasan sanksi bagi pelaku anak,
serta perbandingan pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan
KUHP Baru, sedangkan dokumen putusan pengadilan tersebut diposisikan
sebagai objek telaah utama untuk mengevaluasi ratio decidendi hakim.
Seluruh bahan hukum primer ini diperoleh melalui metode identifikasi
peraturan perundang-undangan yang relevan, penelusuran regulasi berbasis
data elektronik, serta pengunduhan salinan putusan resmi melalui laman
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3? Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka
dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan,
membaca, dan mengkaji berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, aturan
perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan guna
memperoleh landasan teoretis dan konseptual mengenai kepastian hukum,
pertimbangan hakim, dan sistem peradilan pidana anak. Adapun studi
dokumen dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Sbs untuk menganalisis timbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana anak serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan asas

kepastian hukum.
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3.5 Penyajian ﬁhan Hukum
Data yang telah dikumpulkan disajikan secara deskriptif analitis melalui
teknik penalaran hukum normatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk
memetakan secara sistematis fakta hukum dalam amar putusan serta
substansi @entuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk
ketentuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Selanjutnya, pendekatan
analitis digunakan untuk menguraitkan dan menguji konsistensi serta
rasionalitas pertimbangan hukum hakim berdasarkan ketentuan hukum positif
dan teori yang digunakan dalam penelitian.
3.6  Analisis Bahan Hukum
Untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan metode analisis
normatif, dengan menginterpretasikan dan mensistematisasikan bahan hukum
primer yang telah dikumpulkan guna mengkaji kesesuaian pertimbangan
hukum hakim dengan norma, asas, dan doktrin hukum yang berlaku, serta
untuk menganalisis implikasi perbandingan pengaturan batas usia anak Qara
KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap kepastian hukum tersebut. Proses
analisis ﬁakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-
undangan @n putusan pengadilan, kemudian ditarik kesimpulan hukum
untuk menjawab permasalahan penelitian tanpa melakukan pengujian empiris

di lapangan.”®

™ Bintang Adi Putra and others, ‘Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep
Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis’, Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, 10.4 (2026), pp. 97—
112.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Duduk perkara pada penelitian ini mengacu galam Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs yang diputus Pengadilan Negeri Sambas.
Putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan pada tingkat pertama terhadap
Anak IN, perempuan kelahiran Semata, 17 Agustus 2007, g pada saat
peristiwa pidana terjadi berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan. Anak
berstatus pelajar kelas 12 SMA dan berdomisili di Dusun Darul Makmur,
Desa Semata, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas.” Putusan diungkap
pada sidang terbuka umum di 14 Juli 2025, yaitu sebelum KUHP Baru ulai
berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.

Berlandaskan fakta hukum yang terbukan pada persidangan, Anak IN
melahirkan seorang bayi laki-laki seorang diri di kamar mandi rumah orang
tuanya pada hari Selasa, 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB, tanpa
disadari sebelumnya oleh Anak maupun keluarganya bahwa Anak sedang
hamil. Tidak lama setelah bayi tersebut lahir dalam kondisi hidup, Anak yang
berada dalam kondisi panik dan takut ketahuan oleh ibunya membekap dan
mencekik bayi tersebut menggunakan jas hujan plastik dan kantong plastik
hingga bayi tidak bergerak dan tidak bernapas lagi. Anak kemudian
menyembunyikan jenazah bayi tersebut di belakang rumah, dan keesokan

harinya membuang jenazah bayi ke pinggiran sungai yang berjarak kurang

7 Eengadi]an Negeri Sambas, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025.



lebih 300 meter dari rumahnya. Jenazah bayi ditemukan oleh seorang warga
yang sedang memancing pada tanggal 7 Februari 2025, dan penyelidikan
kepolisian akhirnya menemukan bahwa Anak IN adalah ibu kandung
sekaligus pelaku penghilangan nyawa bayi tersebut, berdasarkan hasil
pemeriksaan medis yang menunjukkan tanda-tanda Anak baru melahirkan.

Alat bukti utama yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan
meliputi Visum et Repertum terhadap Anak IN yang menunjukkan luka akibat
persalinan, Visum et Repertum terhadap jenazah bayi yang menyimpulkan
penyebab kematian berupa asfiksia akibat kekurangan oksigen, keterangan
pemeriksaan kejiwaan yang menyatakan Anak dalam keadaan sehat rohani
sechingga mampu bertanggung jawab secara hukum, serta kutipan akta
kelahiran dan Kartu Keluarga yang membuktikan usia Anak. Selain alat bukti
tersebut, Majelis Hakim turut mempertimbangkan Laporan Penelitian
Kemasyarakatan yang disusun Balai Pemasyarakatan Sambas sebagai bahan
pertimbangan non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana.

Anak didakwa @nun‘mt Umum dengan dakwaan alternatif, yakni
dakwaan pertama berdasarkan Pasal 341 KUHP tentang tindak pidana
membunuh anak sendiri, dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 342 KUHP
tentang pembunuhan anak sendiri yang direncanakan. Penuntut Umum dalam
tuntutannya meminta Majelis Hakim menyatakan “Anak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
pertama, serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas 11 Sungai Raya, Kubu Raya”.
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Majelis Hakim pada amar putusannya menjabarkan “Anak IN terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan
anak sendiri sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 341 KUHP,
dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas Il Sungai Raya, Kubu Raya”, yang lamanya lebih ringan 1 (satu)
tahun dart tuntutan Penuntut Umum. Fakta dan rangkaian pertimbangan
hukum di atas menjadi dasar analisis lebih lanjut pada sub-bab berikutnya,
baik dari sudut pandang kepastian hukum atas pertimbangan hukum Majelis
Hakim, maupun dari sudut pandang perbandingan pengaturan batas usia anak
antara KUHP Lama dan KUHP Baru.

Uraian duduk perkara di atas menunjukkan bahwa perkara a quo
menempatkan tiga persoalan sekaligus dalam satu peristiwa hukum, yakni
pembuktian delik pembunuhan anak sendiri, kedudukan ganda Anak IN
sebagai pelaku sekaligus korban eksploitasi seksual, dan posisi usia Anak
yang berada tepat pada celah disharmoni pengaturan usia lintas bidang
hukum. Konstelasi fakta hukum tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini
tidak hanya menghadirkan persoalan mengenai terpenuhinya unsur-unsur
tindak pidana, tetapi juga memunculkan kompleksitas normatif yang
memerlukan pendekatan analisis secara multidimensional. Ketiga persoalan

tersebut akan diuraikan secara berturut-turut pada Sub-bab 4.1 dan 4.2.
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4.1

gertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
terhadap Anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs
Ditinjau dari Asas kepastian guknm Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Teori kepastian hukum yang digagas Gustav Radbruch menghendaki
agar penerapan hukum senantiasa memenuhi empat unsur pokok. Pertama,
hukum harus berupa peraturan yang bersifat positif (positivitas), yaitu telah
dirumuskan secara tertulis dan berlaku sebelum peristiwa hukum terjadi,
sehingga tidak ada penerapan hukum yang bersandar pada norma yang belum
ada wujudnya. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta, bukan semata-
mata penilaian subjektif hakim, sehingga setiap simpulan hukum wajib
ditopang oleh bukti-bukti yang dapat diverifikasi secara objektif. Ketiga,
rumusan hukum harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, agar
penerapannya terhadap peristiwa konkret tidak menyimpang dari maksud
pembentuk undang-undang. Keempat, hukum tidak boleh mudah diubah-ubabh,
sehingga tercipta stabilitas yang memungkinkan setiap putusan menjadi
pedoman yang dapat diprediksi bagi perkara-perkara serupa di kemudian hari.
Keempat unsur tersebut pada sub-bab ini digunakan sebagai kerangka analisis
untuk menilai apakah rtimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sambas pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs telah
mencerminkan kepastian hukum, baik secara internal, yaitu konsistensi
penerapan hukum pada perkara a guo itu sendiri, maupun secara eksternal,

yaitu kemampuan putusan tersebut menjadi rujukan yang dapat diprediksi
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(voorspelbaar) bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang. Kedua
dimensi kepastian hukum ini penulis pandang perlu dibedakan secara tegas,
sebab suatu putusan dapat saja telah sepenuhnya konsisten dan tepat dalam
menyelesaikan perkara yang tengah diadili, namun tetap lemah sebagai
preseden apabila penalarannya tidak dituangkan secara eksplisit dan
sistematis.

Unsur pertama, yaitu positivitas hukum, tercermin dari pemenuhan as
legalitas sebagaimana diregulasi pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang
menghendaki agar “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas
kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada
sebelumnya”.®’ Asas legalitas itu sendiri, sebagaimana dikenal ﬂam adagium
nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, pada hakikatnya
mensyaratkan empat hal, yaitu hukum pidana harus tertulis (lex scripta), tidak
berlaku surut (lex praevia), dirumuskan secara tegas dan tidak kabur (/ex
certa), serta tidak boleh diperluas melalui analogi (/ex stricta). ﬁlam perkara
a quo, Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif berupa Pasal 341 dan
Pasal 342 KUHP, yakni dua bentuk delik pembunuhan anak sendiri yang telah
dirumuskan secara tertulis dan berlaku sejak sebelum peristiwa pidana terjadi,
sehingga penerapan pasal-pasal tersebut telah memenuhi keempat syarat

positivitas hukum tersebut sekaligus. Konstruksi dakwaan alternatif ini sendiri

merupakan teknik yang lazim digunakan Penuntut Umum ketika terdapat

o ”ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Pasal 1 ayat (1).
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112
keraguan mengenai %l mana yang paling tepat menggambarkan perbuatan

terdakwa, sehingga pilihan akhir mengenai pasal yang terbukti diserahkan
sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan.
Majelis Hakim pada akhirnya memilih menerapkan dakwaan alternatif
pertama, vyaitu Pasal 341 KUHP, tanpa menguraikan secara eksplisit
pertimbangan pembanding terhadap Pasal 342 KUHP; Majelis Hakim hanya
menyatakan dakwaan tersebut "lebih tepat diterapkan" berdasarkan fakta-fakta
hukum di persidangan. Berdasarkan rangkaian fakta persidangan yang
terungkap, yaitu bahwa bayi lahir secara tiba-tiba ketika Anak IN hendak
buang air besar dan Anak tidak menyadari dirinya tengah hamil hingga saat
persalinan berlangsung, penulis menilai pemilihan Pasal 341 tersebut telah
tepat, sebab perbuatan Anak IN tampak dilandasi kepanikan spontan
pascamelahirkan, bukan niat yang telah direncanakan terlebih dahulu
sebagaimana disyaratkan Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penilaian ini penulis nilai konsisten dengan doktrin yang membedakan delik
kinderdoodslag dan delik kindermoord, sebab titik pembeda pokok di antara
keduanya bukan terletak pada akibat yang timbul, melainkan pada sikap batin
pelaku, yaitu ada atau tidak adanya unsur perencanaan terlebih dahulu.
Meskipun demikian, ketiadaan uraian eksplisit dari Majelis Hakim mengenai
dasar pembanding antara kedua pasal tersebut telah menjadi indikasi awal dari
persoalan prediktabilitas putusan yang akan dibahas lebih lanjut pada unsur

keempat.
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Unsur kedua, yaitu bahwa hukum harus didasarkan pada fakta dan
bukan semata-mata penilaian subjektif hakim, tercermin dari kelengkapan alat
bukti yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memutus perkara a guo.
Merujuk pada kategorisasi pertimbangan yuridis yang lazim digunakan dalam
praktik peradilan pidana, yang meliputi %{Waan Penuntut Umum, keterangan
ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa, barang bukiti, dan
analisis unsur delik, Majelis Hakim dalam perkara a quo terbukti telah
mempertimbangkan seluruh kategori tersebut secara komprehensif, bukan
hanya sebagian. Alat bukti yang dipertimbangkan meliputi keterangan saksi-
saksi, di antaranya ibu kandung Anak IN yang mengonfirmasi kronologi sakit
perut dan kepanikan Anak pada malam kejadian, serta bidan yang melakukan
pemeriksaan kesehatan pascapersalinan dan menemukan tanda-tanda fisik
bahwa Anak baru saja melahirkan; Visum et Repertum terhadap Anak IN yang
menunjukkan luka akibat persalinan sehingga mengonfirmasi bahwa Anak
baru saja melahirkan; Visum et Repertum terhadap jenazah bayi yang
menyimpulkan penyebab kematian berupa asfiksia sehingga menegaskan
adanya hubungan kausal antara perbuatan Anak dan kematian bayi;
keterangan hasil pemeriksaan kejiwaan yang menyatakan Anak dalam
keadaan sehat rohani sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum dan
tidak dapat mengajukan alasan pemaaf berupa ketidakmampuan bertanggung
jawab; serta kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang membuktikan
usia Anak sehingga menjadi dasar penerapan status anak dalam sistem

peradilan pidana anak. Setiap alat bukti tersebut, apabila dicermati,
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sesungguhnya berkorelasi langsung dengan salah satu unsur delik yang harus
dibuktikan, sehingga tidak ada satu pun unsur yang dibangun semata-mata
dari keyakinan atau penilaian subjektif Majelis Hakim tanpa dasar pembuktian
yang konkret.

Penggunaan alat bukti ilmiah berupa hasil pemeriksaan medis dan
psikiatris, dipadukan dengan dokumen kependudukan resmi, menunjukkan
bahwa pertimbangan hukum dalam perkara a guo telah berpijak pada fakta
hukum yang objektif dan dapat diverifikasi ulang oleh pihak mana pun,
termasuk oleh instansi peradilan yang lebih tinggi apabila perkara ini diajukan
upaya hukum. Karakteristik inilah yang membedakan pertimbangan hukum
yang memenuhi unsur kedua teori kepastian hukum dengan pertimbangan
yang semata-mata bersandar pada keyakinan hakim, sebab keyakinan hakim
yang tidak ditopang alat bukti objektif berpotensi berbeda-beda antara satu
hakim dengan hakim lainnya, sedangkan fakta hukum yang telah diuji secara
ilmiah relatif konsisten sifatnya.

Unsur ketiga, yaitu kejelasan rumusan fakta untuk menghindarkan
kekeliruan pelaksanaan, tampak dari cara Majelis Hakim menguraikan
pemenuhan unsur-unsur Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
secara sistematis terhadap fakta perkara a quo. Pemaparan yang dilakukan
secara terstruktur tersebut memperlihatkan adanya hubungan logis antara fakta
yang terungkap di persidangan dengan konstruksi normatif yang dijadikan
dasar pertimbangan hukum. Unsur-unsur delik pembunuhan anak sendiri

(kinderdoodslag) meliputi empat komponen yang harus dibuktikan secara
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kumulatif, yaitu subjek hukum yang bersifat khusus (delicta propria), yaitu
seorang ibu kandung, bukan pihak lain yang turut membantu; adanya
kesengajaan (dolus) untuk merampas nyawa, yang membedakannya dari
kelalaian; adanya motif khusus berupa rasa takut akan diketahuinya peristiwa
kelahiran oleh orang lain; serta pembatasan tenggang waktu perbuatan pada
saat ataupun tidak lama seusai anak dilahirkan, yang membedakannya dari
delik pembunuhan anak yang dilakukan lama setelah kelahiran. Fakta bahwa
Anak IN melahirkan secara diam-diam di kamar mandi rumah orang tuanya,
tanpa sepengetahuan anggota keluarga lain, dan menghilangkan nyawa
bayinya tidak lama setelah persalinan karena kepanikan dan ketakutan akan
diketahui oleh ibunya, menunjukkan kesesuaian yang jelas dan runtut antara
fakta perkara dan keempat unsur normatif Pasal 341 KUHP tersebut, tanpa
terdapat satu unsur pun yang dipaksakan pemenuhannya.

Uraian yang runtut antara fakta dan unsur delik semacam ini
meminimalkan ruang multitafsir dalam penerapan pasal, sehingga memenuhi
tuntutan kejelasan rumusan sebagaimana dikehendaki oleh teori kepastian
hukum. Kejelasan ini semakin penting mengingat garis pemisah antara Pasal
340, Pasal 341, dan Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
sesungguhnya cukup tipis, sehingga tanpa penguraian unsur yang cermat dan
berurutan, putusan berisiko menimbulkan kekeliruan penerapan pasal yang
justru akan merugikan kepastian hukum itu sendiri, baik bagi terdakwa

maupun bagi konsistensi penegakan hukum pidana anak secara umum.
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Selain  pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim turut
mempertimbangkan aspek non-yuridis yang bersumber dari fakta-fakta di luar
unsur formal delik namun tetap relevan bagi penjatuhan pidana yang
proporsional, yaitu kedudukan ganda Anak IN selaku pelaku tindak pidana
serta korban eksploitasi seksual oleh orang dewasa yang menyebabkan
kehamilannya. Pertimbangan ini sejalan dengan kewajiban hakim untuk
memperhatikan Laporan  Penelitian Kemasyarakatan yang disusun
Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan UU Sistem Peradilan
Pidana Anak, serta prinsip kepentingan terbaik untuk anak yang mewujud satu
di antara asas fundamental penyelenggaraan ern peradilan pidana anak.
Laporan ini pada umumnya memuat gambaran tentang latar belakang sosial,
psikologis, serta keluarga Anak, sehingga memungkinkan hakim menjatuhkan
pidana yang tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga
memperhitungkan aspek pemulihan dan pembinaan Anak ke depan.
Penjatuhan pidana 2 tahun pada LPKA, yang lebih ringan 1 tahun dari
tuntutan Penuntut Umum, mencerminkan wujud konkret individualisasi
pidana yang mempertimbangkan keseluruhan konteks personal dan situasional
Anak IN, tanpa mengabaikan kewajiban formil pemuatan pertimbangan
sebagaimana disyaratkan hukum acara pidana.

Unsur keempat, yaitu stabilitas hukum yang tidak mudah diubah-ubah
sehingga tercipta prediktabilitas penerapan, merupakan unsur yang menuntut

perhatian lebih cermat dalam perkara a guo, mengingat unsur ini menyangkut

dimensi eksternal kepastian hukum sebagaimana telah dikemukakan di awal
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sub-bab ini. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Majelis Hakim tidak
menguraikan secara eksplisit pertimbangan pembanding antara Pasal 341 serta
Pasal 342 KUHP pada tahap pemilihan dakwaan. Kekurangan ini berlanjut
pada tahap pembuktian unsur: meskipun Majelis Hakim telah menguraikan
secara memadai unsur subjek, kesengajaan, motif, dan tenggang waktu
perbuatan sebagaimana disyaratkan Pasal 341 KUHP, indikator konkret yang
membedakan ada tidaknya unsur perencanaan (voorbedachte raad) yaitu tolok
ukur atau parameter yang menjadi dasar penulis dalam menyimpulkan bahwa
perbuatan Anak IN dilandasi kepanikan, bukan niat yang direncanakan tidak
dituangkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim.
Kekurangan uraian semacam ini berpotensi menyulitkan penerapannya
sebagai rujukan bagi perkara serupa di masa mendatang, terutama perkara
yang akan diadili di bawah ketentuan KUHP baru, yang menggabungkan
ketetapan tentang pembunuhan anak sendiri ke dalam satu pasal dengan
beberapa ayat, di mana unsur perencanaan menjadi pembeda pokok antar-
ayatnya. Tanpa parameter yang jelas mengenai indikator ada atau tidaknya
perencanaan, misalnya jangka waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan
perbuatan, ada atau tidaknya persiapan sarana untuk melakukan perbuatan,
atau ada atau tidaknya kesempatan bagi pelaku untuk membatalkan niatnya
namun tidak dimanfaatkan, hakim pada perkara-perkara berikutnya akan
kembali bertumpu pada penilaian kasuistis yang berpotensi tidak konsisten

antara satu putusan dengan putusan lainnya, sehingga fungsi putusan sebagai
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preseden yang memberikan kepastian hukum secara eksternal menjadi tidak
optimal.

grdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan
hukum Majelis Hakim pada gutusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs
telah memenuhi kepastian hukum secara internal secara memadai, mengingat
sistematika pembuktian unsur delik dan pertimbangan non-yuridis yang telah
diuraikan di atas. Akan tetapi, prediktabilitasnya sebagai rujukan bagi perkara
mendatang termasuk perkara yang akan diadili di bawah rezim KUHP baru
menurut penulis masih terpenuhi sebagian, karena indikator konkret unsur
perencanaan belum diuraikan secara eksplisit. Penulis berpandangan bahwa
kekurangan tersebut bukan merupakan kekeliruan penerapan hukum, sebab
hasil akhir penerapan Pasal 341 KUHP sudah tepat, melainkan celah pada
kualitas penalaran hukum yang idealnya dapat diperbaiki oleh hakim-hakim
pada perkara serupa di masa mendatang, dengan cara menguraikan secara
eksplisit parameter yang digunakan untuk menilai ada tidaknya unsur
perencanaan, guna memperkuat fungsi putusan sebagai preseden yang
memberikan kepastian hukum secara lebih menyeluruh, tidak hanya bagi
perkara yang bersangkutan, tetapi juga bagi konsistensi penerapan hukum
pidana anak secara umum di masa yang akan datang. Perbaikan tersebut
seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa unsur perencanaan
dalam delik pembunuhan anak sendiri tidak dapat disamakan begitu saja
dengan perencanaan pada delik pembunuhan berencana pada umumnya,

mengingat kekhususan konteks kelahiran yang melekat pada delik ini,
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sehingga Mahkamah Agung idealnya mempertimbangkan penyusunan
pedoman teknis mengenai indikator baku unsur perencanaan tersebut guna
menjaga konsistensi penalaran antar-putusan.
Perbandingan Pengaturan Batas Usia Pertanggungjawaban gldana Anak
antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Baru serta Implikasinya terhadap Kepastian
Hukum dalam Pertimbangan gakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Sbs

Analisis pada sub-bab ini menggunakan unsur keempat teori kepastian
hukum Gustav Radbruch, yaitu bahwa m(urn positif tidak boleh mudah
diubah agar tercipta stabilitas hukum yang berkesinambungan, dengan
ditopang asas lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi
priori, mengingat perkara a quo bersinggungan dengan tiga rezim hukum
sekaligus, yaitu KUHP Lama, UU gstem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Guna memperoleh gambaran yang
utuh, pembahasan berikut diuraikan dalam dua tahap yang saling berkaitan.
Tahap pertama menelaah perbandingan pengaturan batas usia sekaligus delik
pokok pembunuhan anak sendiri antara KUHP Lama dan KUHP Baru, lalu
menguji relevansinya terhadap perkara a guo. Tahap kedua menelaah
disharmoni batas usia antara hukum pidana anak dan hukum administrasi
kependudukan, serta bagaimana Majelis Hakim menyikapinya pada

pertimbangan hukum %usan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.
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Sebagai titik tolak tahap pertama, ketentuan mengenai perlakuan khusus
bagi anak pada KUHP Lama, yang semula menetapkan batas usia Menam
belas) tahun sebagai patokan peringanan pidana dalam Pasal 45 sampai
dengan Pasal 47, telah dicabut sejak diundangkannya EU Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak dan digantikan kedudukannya oleh UU Sistem
Peradilan Pidana Anak dengan rentang usia 12 (dua belas) hingga 18 (delapan
belas) tahun. Akibat pencabutan tersebut, sejak tahun 1997 hingga sebelum
berlakunya KUHP Baru, kitab induk hukum pidana nasional, termasuk pada
saat Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs diucapkan, tidak lagi
memuat satu pasal pun yang ara eksplisit mengatur batas usia anak,
sehingga pemenuhan unsur kepastian hukum sepenuhnya bergantung pada
gndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai lex specialis di luar
kitab induk. Kekosongan norma semacam ini, meskipun tidak menimbulkan
persoalan dalam praktik, tetap menyisakan kerentanan tersendiri, sebab kitab
hukum pidana umum idealnya memuat sendiri prinsip dasar mengenai batas
usia pertanggungjawaban tanpa harus selalu bergantung pada undang-undang
khusus di luarnya.

Kekosongan norma tersebut baru terisi kembali setelah diundangkannya
@ab Undang-Undang Hukum Pidana Baru melalui Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023, ng mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 setelah
melalui masa transisi selama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan. Untuk pertama

kalinya, kitab induk hukum pidana nasional kembali mengkodifikasikan batas

usia anak secara langsung, yaitu melalui Pasal 150 yang menetapkan bahwa
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anak adalah seseorang yang ﬂum berumur 18 (delapan belas) tahun, serta
Pasal 40 yang menegaskan tiadanya pertanggungjawaban pidana bagi anak
yang belum berumur 12 (dua belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana.
Perbandingan kedua ketentuan tersebut dengan batas usia yang telah lebih
dahulu diatur Undang-Undang Estem Peradilan Pidana Anak menunjukkan
bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sama sekali tidak
mengubah substansi pengaturan usia anak, melainkan hanya memindahkan
rujukan tekstualnya ke kitab induk, sedangkan kedudukan Gndang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai lex specialis tetap dipertahankan,
sebagaimana ditegaskan sendiri ﬁh Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Baru beserta ketentuan peralihannya.

Pola kesinambungan substansi yang sama turut tergambar pada delik
pokok yang justru didakwakan kepada Anak IN, sehingga relevan diuraikan
lebih lanjut sebagai bagian dari perbandingan kedua rezim tersebut. Ketentuan
pembunuhan anak sendiri yang semula tersebar dalam tiga pasal terpisah,
tu Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Lama, direkodifikasi dan disederhanakan strukturnya ke dalam satu
pasal dengan tiga ayat, yaitu Pasal 460 Undang-Undang Nomor | Tahun 2023.
Ayat (1) pasal tersebut memuat bentuk pokok delik pembunuhan anak sendiri
(kinderdoodslag) dengan ancaman gana penjara paling lama tujuh tahun,
setara dengan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama; ayat (2)
memuat bentuk delik yang dikualifisir apabila perbuatan ﬁakukan dengan

rencana terlebih dahulu (kindermoord), dengan ancaman pidana penjara paling
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lama sembilan tahun, setara dengan Pasal 342; dan ayat (3) memuat ketentuan
penyertaan bagi pihak lain g turut serta melakukan perbuatan tersebut,
setara dengan Pasal 343. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perubahan
yvang terjadi bersifat teknis-legislatif (legislative drafting) berupa penyatuan
struktur norma, tanpa disertai perubahan substansial pada unsur delik maupun
ancaman pidananya. Kesinambungan substansi tersebut sekaligus menjadi
wujud konkret dari unsur keempat teori kepastian hukum Gustav Radbruch,
yakni bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah, sehingga peralihan
rezim kodifikasi tidak mengguncang stabilitas norma yang telah lama berlaku.
Meskipun demikian, kesinambungan tersebut turut menyisakan persoalan
akademis tersendiri mengenai relevansi rasio legis peringanan pidana bagi ibu
pelaku pembunuhan anak sendiri, mengingat ketentuan tersebut pertama kali
dirumuskan dalam konteks sosial %!boek van Strafrecht voor Nederlandsch-
Indie sebagai produk hukum kolonial, yang tentu berbeda dengan konteks
sosial masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan
kedudukan bayi yang baru dilahirkan sebagai subjek hukum yang turut
terdampak oleh keadaan di luar kendalinya.

Setelah kedua dimensi perbandingan tersebut diuraikan, relevansinya
terhadap perkara a quo perlu dicermati dari aspek keberlakuan waktu (tempus
delicti) ketentuan pidana. Perbuatan pidana dilakukan oleh Anak IN pada
tanggal 4 Februari 2025 9&11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs
diucapkan pada tanggal 14 Juli 2025, yaitu jauh sebelum %&b Undang-

Undang Hukum Pidana Baru berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.
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Berdasarkan sas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak memiliki alternatif
hukum lain selain menerapkan Pﬁsal 341 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Lama bagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan
alternatif pertama, sebab Pasal 460 Undang-Undang Nomor | Tahun 2023
pada saat itu belum memiliki daya laku (belum in werking). Dengan demikian,
penerapan ﬁab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dalam perkara a quo
bukan semata-mata pilthan Majelis Hakim, melainkan konsekuensi yuridis
yang bersifat imperatif dari keterikatan pada asas legalitas dan prinsip
nonretroaktif 9ukum pidana.

Sekalipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tidak berlaku
bagi perkara a quo, pengujian secara hipotetis tetap relevan dilakukan untuk
mengukur konsistensi kepastian hukum lintas rezim. Berdasarkan fakta
hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak IN dilakukan tanpa
perencanaan terlebih dahulu, melainkan didorong oleh rasa panik dan
ketakutan pascapersalinan, sehingga seandainya perkara dengan fakta hukum
yang identik diadili setelah ﬂab Undang-Undang Hukum Pidana Baru
berlaku efektif, perbuatan tersebut akan tetap dikualifikasikan ke Ea.lam Pasal
460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bukan ayat (2),
sebagaimana ia dikualifikasikan ke dalam Pasal 341, bukan Pasal 342, di
bawah rezim %ab Undang-Undang Hukum Pidana Lama. Ancaman pidana
maksimum pada kedua ketentuan tersebut pun identik, yaitu 7 tahun penjara,

sehingga batas maksimal pidana bagi anak sebagaimana diatur Pasal 81 ayat
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(2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetap sama, yaitu @
(tiga) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian, baik dari aspek batas usia
pertanggungjawaban maupun delik pokok yang didakwakan, peralihan rezim
kodifikasi dari Etab Undang-Undang Hukum Pidana Lama menuju Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru tidak mengubah, bahkan memperkuat,
kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara a guo, sekaligus
menjadi penutup bagi tahap pertama pembahasan ini.

Beralih pada tahap kedua, kepastian hukum dalam perkara a quo turut
diuji oleh persoalan lain yang berada di luar perbandingan kedua rezim gab
Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu disharmoni batas usia dewasa antara
hukum pidana anak dan hukum administrasi kependudukan, yang mewajibkan
kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejak usia 17 (tujuh belas)
tahun. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap pertimbangan hukum dalam
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, Majelis Hakim sama sekali
tidak mempersoalkan status administratif kependudukan Anak IN, melainkan
secara konsisten menerapkan status anakgerdasarkan Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak, sejalan dengan asas /ex specialis yang menempatkan
@dang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai rujukan utama, bukan
Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berorientasi pada ranah
pelayanan publik. Disharmoni semacam ini, meskipun tidak berdampak pada
hasil akhir putusan a quo, tetap menyisakan potensi risiko pada perkara lain
apabila aparat penegak hukum keliru mengidentifikasi status pelaku semata-

mata berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, misalnya
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berupa pemeriksaan yang tidak menerapkan mekanisme diversi atau tidak
melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan.

Meskipun Majelis Hakim tidak secara eksplisit membahas disharmoni
tersebut, penelusuran lebih lanjut terhadap pertimbangan hukum Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs menunjukkan bahwa dasar penerapan
status anak terhadap IN sesungguhnya telah dirumuskan secara eksplisit, yaitu
bertumpu %lam Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, yang menjabarkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh
anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang
pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut,
tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke
sidang anak selaku anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini
relevan mengingat Anak IN berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan pada
saat tindak pidana dilakukan, namun telah berusia 19 (sembilan belas) tahun
pada saat penuntutan diajukan”. Penegasan eksplisit Majelis Hakim atas dasar
hukum tersebut menunjukkan bahwa penerapan status anak dalam perkara a
quo bukan semata-mata bertumpu pada kehati-hatian individual, melainkan
telah berpijak pada norma tertulis yang jelas ﬁam Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Sayangnya, kejelasan serupa tidak ditemukan pada
aspek pemilihan rezim gab Undang-Undang Hukum Pidana, sebab Majelis
Hakim  tidak pernah dengan  eksplisit —menyinggung, apalagi
mempertimbangkan, keberadaan KUHP Baru maupun tanggal keberlakuan

efektifnya, sekalipun hal tersebut secara yuridis tidak memengaruhi keabsahan
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penerapan Pasal 341 KUHP Lama sebagaimana telah diuraikan pada tahap
pertama di atas.

Menurut penulis, konsistensi Majelis Hakim dalam menerapkan status
anak terhadap Anak IN tanpa terpengaruh disharmoni batas usia administrasi
kependudukan merupakan penerapan yang tepat dan sejalan dengan asas /ex
specialis derogat legi generali maupun lex posterior derogat legi priori.
Secara keseluruhan, kedua tahap pembahasan ﬁtas saling menguatkan satu
sama lain: pada tahap pertama, peralihan pengaturan batas usia maupun delik
pokok dari gitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama menuju Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru terbukti tidak mengubah, bahkan
memperkuat, kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara a
quo; sedangkan pada tahap kedua, disharmoni dengan hukum administrasi
kependudukan tetap menyisakan celah normatif yang idealnya diselesaikan
melalui harmonisasi aturan UU serta penguatan pemahaman aparat penegak
hukum mengenai kedudukan UU Sistem Peradilan Pidana Anak selaku
ketetapan khusus yang harus selalu diutamakan. Harmonisasi tersebut
seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kekhususan tujuan masing-
masing rezim hukum, yaitu bahwa batas usia kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik semata-mata berorientasi pada kepentingan administratif
dan pelayanan publik, sedangkan batas usia pada @’ Sistem Peradilan Pidana
Anak berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak yang berhadapan
dengan hukum, sehingga penyelarasan yang dimaksud bukan berarti

menyeragamkan kedua batas usia tersebut menjadi satu angka yang sama,
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melainkan mempertegas secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan
bahwa kepemilikan dokumen kependudukan tidak dapat dijadikan dasar
tunggal penentuan status anak dalam proses peradilan pidana. Selain itu,
dengan mempertimbangkan bahwa kejelasan dasar hukum dalam
pertimbangan Majelis Hakim masih bervariasi antardimensi sebagaimana
telah diuraikan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penerbitan
pedoman teknis atau surat edaran yang secara khusus mengatur kewajiban
hakim untuk menguraikan secara cksplisit dasar penerapan status anak,
termasuk dasar pemilihan rezim KUHP yang diterapkan, dalam pertimbangan
hukumnya, sehingga konsistensi tersebut dapat menjadi standar penalaran
yang berlaku secara seragam bagi seluruh pengadilan yang menangani perkara

anak pada Indonesia.
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83

BAB YV

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berlandaskan temuan studi serta pembahasan yang sudah dijabarkan dalam

bab sebelumnya, penulis menarik simpulan sebagai berikut.

1. Ditinjau dari asas kepastian hukum Gustav Radbruch, pertimbangan
hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN
Sbs telah memenuhi kepastian hukum secara internal melalui
pemenuhan asas legalitas, kelengkapan alat bukti, dan pembuktian unsur
Pasal 341 KUHP. Namun, aspek prediktabilitas masih belum optimal
karena hakim tidak menguraikan secara eksplisit perbedaan Pasal 341
dan Pasal 342 KUHP, khususnya terkait unsur perencanaan
(voorbedachte raad). Kondisi ini tidak memengaruhi keabsahan putusan,
tetapi mengurangi fungsi putusan sebagai rujukan bagi perkara serupa.

2.  Perbandingan pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan
KUHP Baru, termasuk penyatuan Pasal 341-343 KUHP Lama menjadi
Pasal 460 KUHP Baru, menunjukkan bahwa perubahan tersebut hanya
bersifat  teknis-legislatif = tanpa  mengubah  substansi  usia
pertanggungjawaban pidana maupun ancaman pidananya. Berdasarkan
asas legalitas dan nonretroaktif, penerapan Pasal 341 KUHP Lama
dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs merupakan

konsekuensi yuridis yang tepat. Selain itu, penerapan KUHP Baru juga



5.2

akan menghasilkan kualifikasi delik dan ancaman pidana yang sama,
sehingga peralihan rezim kodifikasi tidak mengurangi dan justru

memperkuat kepastian hukum dalam pertimbangan hakim.

Saran

Berlandaskan simpulan sebelumnya, penulis mengajukan sejumlah saran

berikut.

l.

Bagi hakim, disarankan supaya pertimbangan hukum turut menjabarkan
indikator konkret unsur perencanaan (voorbedachte raad), agar putusan
memiliki nilai preseden yang lebih kuat bagi perkara serupa.

Bagi pembentuk undang-undang, disarankan untuk memperjelas
harmonisasi antara batas usia dalam hukum pidana anak dan hukum
administrasi kependudukan dengan menegaskan bahwa kepemilikan
dokumen kependudukan tidak dapat dijadikan dasar tunggal penentuan
status anak dalam proses peradilan pidana.

Bagi aparat penegak hukum, disarankan agar senantiasa mendasarkan
penetapan status anak pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak sebagai lex specialis, disertai penguatan pemahaman melalui
pelatihan atau sosialisasi berkala, guna menghindari potensi kekeliruan
identifikasi status pelaku dalam penanganan perkara serupa di masa
mendatang.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dilakukan perbandingan

penerapan KUHP yang baru dalam beberapa putusan pengadilan lain.
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